
Mengingat 

Menimbang: a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 ten tang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan, penyelenggaraan fungsi Dinas dan Lembaga 
Teknis Daerah perlu didukung oleh Unit Pelaksana Teknis; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pernbentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten 
Larnpung Selatan; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- 
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234}; 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA 
UNIT PELAKSANA TEKNIS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

TENTANG 

BU PAT I LAMPUNG SELATAN 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 70 TAHUN 2016 



2. Pemerintah Oaerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mcrrurnpm 
pelaksanaan urusan Pernerintahan yang rncnjadi 
kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan. 

l. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, 
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. 

MEMUTUSKAN : 

8. Peraturan Bupati Larnpung Selatan Nomor 36 Ta h u n 20 I (i 

tcn tarig Kcd ud uka n , Tugas dan Eungsi. ~usurntrl 
Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Dacrah Ka bupa 1 en 
Larnpung Selatan. 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat 
Dacrah Kabupaten Larnpung Selatan (Lcrnbaran Dae ra h 
Kabupaten Lampung Selatan Tah un 2016 Nomor 16, 
Tambahan Lernbaran Daerah Kabupatcn Lampung 
SelatanNomor 16); dan 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten la ng 
Pcrangkat Daerah (Lembaran Negara Republik I ndoricsia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambah an Lern ba ra n NcgC:I ra 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcnta ng 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tah un 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Ncga ra 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 lentang Apa ra t ur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 
2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara l~cpublik 
1 ndonesia N omor 5494); 

Menetapkan 



Dengan Peraturan ini dibentuk UPT pada : 

a. Dinas Pendidikan; 

b. Dinas Kesehatan; 

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

d. Dinas Perumahan dan Permukiman; 

e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

f. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

g. Dinas Lingkungan Hidup; 

h. Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 

1. Dinas Perikanan; 

j. Dinas Tanaman Pangan> Hortikultura dan Perkebunan; 
k. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan 

m. Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

BAB II 
PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN, 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
Bagian Kesatu 
Pembentukan 

Pasal2 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan, 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

6. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

7. Sadan adalah Badan Daerah Ka bu paten Lampung Sela tan. 

8. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Lampung 
Sela tan. 

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 
adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan se- 
Kabupaten Lampung Selatan. 

10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang 
Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam 
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, 



(2) Bagan Struktur Organisasi UPT tercanturn sebagaimaria 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran du n 
mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perat.uran i ni. 

(1) Su sunan Organisasi UPT, terdiri dari 

a. Kcpala UPT; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 
Pasal 5 

adrninistratif teknis c. pclaksanaan pelayanan 
ketatausahaan pada UPT. 

a. pelaksanaan operasional pelayanan kcpada masya raku l 
ses uai dengan bidarig tugasnya; 

b. pelaksariaan operasicrial tugas teknis opcrasional 
dan/atau teknis penunjang Dinas dan Sadan Daern h 
sesuai dengan bidangnya; dan 

(2} Untuk melaksanakan tugas pckok sebagairnana dirnaksud 
pad a ayat ( 1), UPT mempunyai f ungsi : 

( 1) UPT mernpunyai tugas pokok melaksanakan scbagian 
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan tck n is 
penunjang pada Dinas dan Sadan yang secara langsung 
berh u bungan dengan pelayanan rrrasy araka l da n / a Luu 
pelayanan pendidikan sesuai dengan bidang tckrii sriva di 
Kecarnatan. 

Bagian Ketiga 
Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal4 

( 1) UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/ a I.nu 
teknis penunjang pada Dinas clan Sadan di Kecarna tan. 

(2) UPT dipimpin oleh seorarig Kepala UPT, yang berada dibaw.ih 
dan bertangungjawab kepada Kepala Dinas dan sccara 
operasional dikoordinir oleh Camat. 

(3) Khusus UPT Balai Laboratorium Kesehatan, UPT lnstalasi 
Farmasi dan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup bcrada 
dibawah clan bertanggung jawab langsung kcpada Kcpala 
Dinas. 

Bagian Kedua 
Kedudukan 

Pasal 3 



UPT pada Dinas Pendidikan terdiri dari : 
a. UPT Pendidikan Kecamatan Natar, berkedudukan di Ibu Kota 

Kecamatan Natar dengan wilayah kerja meliputi pelayanun 
Pendidikan Formal dan Non Formal, TK, SD dan SMP di 
Kecarnatan Na tar; 

b. UPT Pendidikan Kecamatan Tanjung Bintang, berkedudukan 
di lbu Kota Kecamatan Tanjung Bin tang dengan wilayn h 
kerja meliputi pe]ayanan Pendidikan Formal d a n Nori 
Formal, TK, SD dan SMP di Keca ma ta n Tanjung Bintang; 

c. UPT Pendidikan Kecamatan Kalianda, berkedudukan di lbu 
Kata Kecamatan Kalianda dengan wilayah kerja meliput.i 
pelayanan Pendidikan Formal dan Non Formal, TK, SD dun 
SMP di Kecamatan Kalianda; 

d. UPT Perididikan Kecarnatan Sidomulyo, berkedudukan di l bu 
Kola Kecamatan Sidomulyo dengan wilayah kerja melipu ti 
pelayanan Pendidikan Formal dan Non Formal, TK, SD dun 
$MP di Kecamatan Sidomulyo; 

e. UPT Pendidikan Kecamatan Katibung, berkedudukan di 
Kecamatan Katibung derigan wilayah kerja meliput i 
pelayanan Pendidikan Formal dan Non Formal, TK, SD da n 
SMP di Kecamatan Katibung; 

f. UPT Pendidikan Kecamatan Penengahan, berkedudukan di 
Ibu Kota Kecamatan Penengahan dengan wilayah kerja 
meliputi pelayarian Pend idikan Formal dan Non Formal, TK, 
SD dan SMP di Kecamatan Penengahan; 

g. UPT Pendidikan Kecamatan Palas, berkedudukan di lbu Kota 
Kecamatan Palas dengan wilayah kerja meliputi pelayanan 
Pendidikan Formal dan Non Formal, TK, SD dan SMP di 
Kecamatan Palas; 

h. UPT Pendidikan Kecamatan Jati Agung, berkedudukan di Jbu 
Kota Kecamatan Jati Agung dengan wilayah kerja meliputi 
pelayanan Pendidikan Formal dan Non Formal, TK, SD dan 
SMP di Kecamatan Jati Agung; 

i. UPT Perididikan Kecamatan Ketapang, berkedudukan di I bu 
Kola Kecamatan Ketapang dengan wilayah kerja meliputi 
pelayanan Pendidikan Formal dan Non Formal, TK, SD dun 
SM P di Kecamatan Ketapang; 

J. UPT Pendidikan Kecamatan Sragi, berkedudukan di lbu Kota 
Kecamatan Sragi dengan wilayah kerja rneliputi pclayana n 
Pendidikan Formal dan Non Formal, TK, SD dan SMP di 
Kecamatan Sragi; 

k. UPT Pendidikan Kecamatan Raja Basa, berkedudukan di lbu 
Kata Kecamatan Raja Basa dengan wilayah kerja meliputi 
pelayanan Pendidikan Formal dan Non Formal, TK, SD dun 
SMP di Kecamatan Raja Basa; 

BAB IV 

UPT PADA DINAS PENDIDIKAN 
Bagian Kesatu 

Penetapan 
Pasal6 



yang 
acuun 

b. mempelajari peraturan perunda.ng-undangan 
berhubungan dengan bidang pendidikan sebagai 
dalam pelaksanaan tugas; 

a. mernimpin, rnembina, mengoordinasikan, mernantau dan 
mengendalikan pelaksanaan program dan kcbijakan tckn is 
dibidang pendidikan di wilayah Kecamatan; 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimak sud 
dalam Pasal 7, rincian tugas Kepala UPT Pcndidikan adalah 
sebagai berikut : 

Pasal8 

Tugas pokok Kcpala UPT Pendidikan adalah mclaksanakun 
scbagian tugas dan fungsi Dinas Perididikan di wilayuh 
kerjanya, pembinaan terhadap aparatur UPT, mclak sanakun 
kerja sama dan koordinasi dengan Camat, Instansi Perncriritn h 
dan organisasi lainnya di wilayah kerja dalam pelaksariaan dun 
pengendalian pembangunan dibidang Pendidikan sesuai dcngan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang bcrlak u, 
mernberikan pernbinaan dan pengawasan kegiatan pcndidikan 
formal dan perididikan luar sekolah di wilayah kcrjanva , 
mcnghimpun, mengolah clan menginformasikan du ta 
persekolahan dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS). 

Bagian Kedua 
Rincian Tugas Jabatan Kepala UPT Pendidikan 

Pasal 7 

I. UPT Pendidikan Kecamatan Candipuro, berkedudukan di lbu 
Kola Kecamatan Candipuro dengan wilayah kerja meli pu ti 
pelayanan Pcndidikan Formal dan Non Formal, TK, SD clan 
SMP di Kecamatan Candipuro; 

m. UPT Pendidikan Kecamatan Merbau Mataram, berkcd ud uka n 
di lbu Kota Kecamatan Merbau Matararn dengan wilayah 
kerja meliputi pelayanan Pendidikan Formal dan Non 
Formal, TK, SD dan SMP di Kecamatan Merbau Matararn; 

n. UPT Pendidikan Kecamatan Bakauheni, berkedudukan di I bu 
Kota Kecarnatan Bakauheni dengan wilayah kerja mcli put.i 
pelayanan Pendidikan Formal dan Non Formal, TK, SD da o 
SMP di Kecamatan Bakauheni; 

o. UPT Perididikan Kecarnatan Tanjung Sari, berked ud ukan di 
lbu Kata Kecamatan Tanjung Sari dengan wilaya h kcrjn 
rneliputi pelayanan Pendidikan Formal dan Non Formal, TK, 
SD dan SMP di Kecamatan Tanjung Sari; 

p. UPT Pendidikan Kecamatan Way Su Ian, berkedudukan di l bu 
Kata Kecamatan Way Sulan dengan wilaya h kerja mclipul i 
pelayanan Perididikan Formal dan Non Formal, TK, SD d.m 
SMP di Kccamatan Way Sulan; dan 

q. UPT Pcndidikan Kecamatan Way Panji, berkcdudukan di I bu 
Kota Kecarnatan Way Panji dengan wilayah kcrja melipu: i 
pelayanan Perididikan Formal dan Non Formal, TK, SD dn n 
SMP di Kecamatan Way Panji. 



Pasal IO 

Untuk mclaksariakan tugas pokok scbagaimana dirnaks ud 
dalarn Pasal 9, rincian tugas Kepala Sub Bagian Tat a Usunn 
pada UPT Pendidikan adalah sebagai berikut : 

a. menyusun program dan rencana kerja UPT Perididikan 
scbagai acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi perrnasalahan yang berhubungan dcng;.i.n 
bidarig tugas Sub Bagian Tata Usaha dan rncnyu sun bah.m 
untuk pemecahan masalahnya; 

c. mengelola urusan umum, rumah-tangga, administrusi 
surat-menyurat dan kearsipan, adrninistrasi kcpcgawai.m 
dan administrasi perlengkapan kantor; 

d. melaksanakan evaluasi dan rncrurnuskan laporan kcgiatan 
UPT Pcndidikan dan Iaporan kegiatan ketatausahaan ka n tor ; 

e. mengelola adrninistrasi keuangan yang meliputi pcnyu sun.m 
anggaran UPT Pendidikan, pernbukuan pertanggungjawabnn 
serta penyusunan laporan keuangan kantor; 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata UsBhCJ. pada UIYf 
Pcndidikan adalah mcnyusuri program dan rcncana kcrja k an t or 
UPT Pcndidikan, pengelolaan urusan umum, r umah-tungaa , 
su rat-rnenyurat, kepegawaian, perlengkapan , mclaksanakun 
cvaluasi dan pelaporan kegiatan kantor serta mcrigclola 
adrninistrasi urusan keuangan kantor, sesuai dengan pcrat urn n 
perundang-undangan yang berlaku untuk kclu ncurn n 
pelaksanaan tugas. 

Bagian Ketiga 

Rincian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
pada UPT Pendidikan 

Pasal 9 

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan i~stansi tc~k<1it 
dibidang pendidikan di Kecamatan demi tercapamva 
sasaran; 

d. membina dan mengawasi pelak sanaan kcgiatan pc ndjdiku n 
formal (PAUD, TK, SD dan SMP) dan pendidikan luar sekolah 
di wilayah kcrjanya; 

e. membagi habis tugas kedinasan baik teknis rnaupun 
adrnintstrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada 
memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

f. mernbcrikan motivasi kepada bawahan agar mampu 
rnelaksanakan tugas secara berdaya-guna dan ber lra s il- 
gun a; 

g. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lcbih 
lanjut; 

h. rncngevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 
1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan olch 

atasan. 

http:pcratur.m


(1) Sekolah mcrupakan lcmbaga non struktural yang dipimpin 
olch Kcpala Sekolah, berkcdudukan d ibawa h d;111 
bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pendidikan. 

(2) Pada Sekolah Menengah Pertama, diangkat Kepala Tata 
Usaha. 

Bagian Kelima 
Kedudukan Sekolah 

Pasal 12 

Sekolah terdiri dari : 

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 
b. Ta man Kanak-Kanak (TK); 

c. Sekolah Dasar (SD); dan 

d. Sekolah Menengah Pertarna (SMP). 

Pasal 11 

Bagian Keempat 
Penetapan Sekolah 

1. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tara 
Usaha kepada Kepala UPT Pendidikan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikun 
bahan dalam menyusun program dan rencana kcrja UJYJ' 
Pendidikan lebih lanjut; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di ber ikun olc h 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang bcrlaku. 

bah;rn scbagai J. mengevaluasi hasil kerja bawahan 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

k. mclakukan kerja sama dengan unit kcrja yang ada guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

I. mempelajari peraturan perundang-undangan y<'rng 
berhubungan dengan Pendidikan serta pcrat.ur-n n 
perundang-undangan yang berhubungan dcng.in 
ketatausahaan sebagai landasa n dalarn pclaksariaan tug;1s 
Sub Bagian Tata Usaha; 

g. mernbagi habis tugas pada Sub Bagian Tala Usaha kepada 
bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas 
dan tanggung jawabnya masing-rnasing; 

h. menerima dan mempelajari laporan dan saran dari bawah.m 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam mcnyusun 
program dan rencana kerja selanjutnya; 

1. membina dan memberikan motiva si kepada bawahan agar 
mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dari 
berhasil-guna; 



Bagian Ketujuh 
Rincian Tugas Jabatan Kepala Tata Usaba 

pada Sekolah Menengah Pertama 
Pasal 15 

Tugas pokok Kepala Tata Usaha pada Sekolah Mcncng.ih 
Pertama adalah melakukan koordinasi penyusunan program 
kerja sekolah, pernbinaan, organisasi dan ketatalaksanaan , 
pcngelolaan urusan keuangan, kepegawaian, perlcngkapan, 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagairnana dirnak sucl 
dalam Pasal 13, rincian tugas Kepala Sekolah adalah scbagai 
berikut: 
a. mcnyusun program sekolah jangka pcndck 1 (sat u) ta h u n 

yait u program akademik/non akadcmik dan Rcncaiw 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), jangk.i 
menengah 4 (ernpat) tahun dan Jangka Panjang 8 (dclapan] 
tahun dan melaksanakan monitor dan evaluasi pclaksana.m 
program secara sistematis dan periodik; 

b. menyusun organisasi kepegawaian di sekolah; 
c. melaksanakan optimalisasi sumber daya sckola h , 

menggerakan staf non struktural dan guru; 
d. melaksanakan administrasi umum kegiatan bclajar 

mengajar, clan bimbingan konseling; 
e. melaksanakan pengelolaan administrasi kesiswaan , 

ketenagaan, keuangan, sarana/ prasarana scrta sum t 
menyurat ; 

f. melaksanakan kurikulum nasional dan rnuatan lokul, 
mcnyusun dan menyelenggarakan evaluasi bclajar; 

g. menyusun dan melaksanakan program supervisi Pcndidik.in 
dan memanfaatkan hasil supervisi; 

h. memiliki dan memahami visi dan misi sckolah; 
i. melaksanakan usaha untuk mcncm ukan gagasan ba ru 

untuk pembaharuan di sekolah; 
J. menciptakan suasana lingkungan kerja (fisik/ non Iisik] yang 

aman, nyarnan dan kondusif; 
k. membimbing guru dan staf agar dapat melaksanakan tugas 

dengan baik; 
1. melaksanakan bimbingan bagi siswa; dan 
m. membuat laporan bulanan dan tahunan. 

Pasal 14 

Bagian Keenam 
Rincian Tugas Jabatan Kepala Sekolah 

Pasal 13 
Tugas pokok Kepala Sekolah mempunyai lugas dibida ng 
aclministrasi u m urn , clan leknis eclukalif yailu baik sebagai gun~ 
yang diberi tugas tambahan sebagai ke pa la sekola h mclipu ( i 
Edukator (pendidik), Manager (rnanajer), Administrator, Pcnyclin 
(supervisor), Pemimpin (leader), Jnovator clan Motivator. 



Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15, rincian tugas Kepala Tata Usaha pada Sckolah 
Menengah Pertarna adalah sebagai berikut : 

a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi kerja 
dengan unit kerja terkait dilingkungan sekolah dalam rangka 
penyusunaan program kerja sekolah sebagai pcdornan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, serta rerrcan a 
kerja Tata Usaha untuk dijadikan bahan acuan dalurn 
pelaksanaan tugas; 

b. menginvcntarisasi permasalahan-perrnasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Tata Usaha dun 
pe nyusunan bahan urrtuk pemecahannya; 

c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan sekolah serta pcr'aturan pcr urtd a njz 

undangan yang berhubungan dengan bidang ketatausahaun 
sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data 
pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; 

e. melaksanakan penyiapan data informasi dan hubungan 
masyarakat; 

f. melaksanakan pengelolaan urusan adrninistrasi keuangan; 

g. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian; 

h. melaksanakan pengelolaan urusan rurnah-tangga dan 
perlengkapan; 

i. melaksanakan pengelolaan urusan surat-rnenyurat, protok ol 
dan pembuatan laporan kantor; 

J- melaksanakan pengelolaan dokumentasi serta perpustakaan , 

k. memimpin, mengarahkan dan mernotivasi aparat.ur .Ia ba t.a n 
Fungsional Umum dilingkungan Tata Usaha Sekolah agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dun 
berhasil-guna; 

1. membagi habis tugas yang ada pada Tata Usaha Sekolah 
kepada aparatur Jabatan Furigsiorial Umum sebagai 
bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawab rnasing-rnasing; 

m. merigumpulkan, menghimpun dan mcnyusun data dan 
informasi dari bawahan sebagai bahan untuk mcrnbuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan untuk dijadikan 
masukan dalam program lebih lanjut; 

n. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch 
atasan. 

Pasal 16 

rumah-tangga, hubungan masyarakat, surat-rnenyurat, 
protokol, pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan kantor , 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 



UPT pada Dinas Kesehatan terdiri dari : 
a. UPT Balai Laboratorium Kesehatan, berkedudukan di Ibu 

Kata Kabupaten yang dalam hal ini adalah Kalianda dengan 
bidang Kerja meliputi bidang laboratorium kesehatan; 

b. UPT lnstalasi Farmasi, berkedudukan di Ibu Kola Kabupatcn 
yang dalam hal ini adalah Kalianda dengan bidang Kerja 
meliputi bidang kefarrnasian; dan 

c. UPT Puskesmas/Puskesmas Rawat Inap, terdiri dar'i : 
1. UPT Puskesmas Kalianda, berkedudukan di Kclurahan 

Kalianda dengan wilayah kerja meliputi pelayanan 
kesehatan di Kelurahan Bumi Agung, Kelurahan 
Kalianda, Jondong, Tengkujuh, Pauh Tanjung Iman, 
Sumur Kumbang, Maja, Buah Berak, Kcsugihan, 
Pematang, Kecapi, Babulang, Sukaratu, Palcmbapang 
dan Negeri Pandan pada Kecamatan Kalianda scrta 
mernbawahi Puskesmas Pembantu Sukaralu d a n 
Puskesmas Pembantu Pelita Dewa; 

2. UPT Puskesmas Way Urang, berkedudukan di Kclurahun 
Way Urang dengan wilayah kerja meliputi pclaya.nu n 
kesehatan di Kelurahan Way Urang, Kel u ra h a n Wai 
Lubuk, Desa Tajimalela, Agom, Merak Bclant.ung, 
Gunung Terang, Munjuk Sarnpurna , Tarnan Agung, 
Marga Catur, Suka Tani, Bulok, Kedaton, Harn Banjar 
Manis dan Canggu pada Kecamatan Kalianda scrt a 
membawahi Puskesmas Pernbantu De sa Kubu Panglima , 
Puskesmas Pembantu Agom, Puskesmas Pcrnban t u 
Merak Belantung, Puskesmas Pernbaritu Kcnj ur u , 
Puskesrnas Pernbantu Munjuk Sarnpurna., Puskcsrnus 
Pembantu Taman Agung, Puskesmas Pembantu Mar ga 
Catur, Puskesmas Pembantu Bulok dan Puskcsrnas 
Pembantu Suka Tani; 

3. UPT Puskesmas Rawat Inap Rajabasa, berkedudukan di 
Desa Way Muli dengan wilayah kerja meliputi pelayanan 
kesehatan di Desa Tejang Pulau Sebesi, Way Muli Barut, 
Way Muli Timur, Hargo Pancuran, Cugung, Kcrinjing, 
Batu Balak, Kunjir, Sukaraja, Rajabasa, Banding, Canti, 
Canggung, Betung, Tanjung Gatling dan Kola Guring 
pada Kecamatan Rajabasa serta membawahi Puskcsrnas 
Pembantu Pulau Sebesi, Puskesmas Pembantu Kerinjing, 
Puskesmas Pembantu Can ti dan Puskesmas Pernban I u 
Kata Guring; 

4. UPT Puskesmas Rawat lnap Penengahan, berkcdud ukan 
di Desa Pasuruan dengan wilayah kerja rncliputi 
pelayanan kesehatan di Desa Kekiling, Belarn banga n, 
Rawi, Padan, Kuripan, Taman Baru, Kela u, Ruang 
Tengah, Pasuruan, Klaten, Kampung Baru, Banjar Masin, 
Way Kalam, Gedong Hatta, Gayam, Pencngahuo , 

BAB V 
UPT PADA DINAS KESEHATAN 

Bagian Kesatu 
Penetapan 
Pasal 17 



Sukajaya, Tetaan, Sukabaru , Gandri, Pisang dan Tanjung 
Heran pada Kecamatan Penengahan serta mernbawa hi 
Puskesmas Pembantu Kekiling, Puskesrnas Pcrnbant u 
Gayam dan Puskesmas Pembantu Gandri; 

5. UPT Puskesmas Rawat lnap Bakauheni, berkedudukan di 
Desa Bakauheni dengan wilayah kerja meliputi pelayarian 
kesehatan di Desa Totoharjo, Kelawi, Hatta, Bakauhcni 
dan Semanak pada Kecamatan Bakauhcni scr ta 
membawahi Puskesmas Pembantu Totoriarjo da n 
Puskesmas Pembantu Kelawi; 

6. UPT Puskesmas Rawat lnap Ketapang, berkedudukan di 
Desa Sri Pendowo dengan wilayah kerja mcliputi 
pelayanan kesehatan di Desa Karang Sari, Sri Pcndowo, 
Way Sidornukti, Bangun Rejo, Ketapang, Legundi, Tri 
Darmayoga, Ruguk, Tamansari, Sumur, Sidoasih, 
Pematang Pasir, Sumber Nadi, Berundung, Kernukus. 
Lebungnala dan Sidoluhur pada Kecamatan Ketapang 
serta membawahi Puskesmas Pembantu Ketapang, 
Puskesmas Pembantu Ruguk, Puskesmas Pernbaritu 
Surnur dan Puskesmas Pembantu Pematang Pasir; 

7. UPT Puskesmas Palas, berkedudukan di Desa Sukamulya 
dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di 
Desa Sukaraja, Sukabakti, Sukamulya, Tanjung Sari, 
Bangunan, Rejomulyo, Palas Aji, Palas Pasrnah, Palas 
Jaya, Bandan Hurip, Pulau Tengah, Mekar Mulya, dun 
Pematang Baru pada Kecamatan Palas serta mernbawa hi 
Puskesmas Pembantu Sukaraja dan Puskesmas 
Pembantu Mekar Mulya; 

8. UPT Puskesmas Rawat lnap Bumi Daya, berkcdudukun 
di Desa Bumi Daya dengan wilayah kerja meliputi 
pelayanan kesehatan di Desa Bali Agung, Bumi Daya, 
Tanjung Jaya, Bumi Restu, Bumi Asih, Bumi Asr i, Pulau 
Jaya dan Kalirejo pada Kecamatan Palas ser ta 
membawahi Puskesrnas Pembantu Bali Agung dun 
Puskesmas Pembantu Bumi Restu; 

9. UPT Puskesmas Sragi, berkedudukan di Desa Bandar 
Agung dengan wilayah kerja rneliputi pclaya na n 
kesehatan di Desa Kuala Sekampung, Bak ti Rasa, 
Mandala Sari, Sukapura, Sumber Agung, Marga .Jasa, 
Sumber Sari, Bandar Agung, Kedaung dan Margel Su ri 
pada Kecamatan Sragi serta membawahi Puakcsrna s 
Pembantu Kuala Sekampung, Pu ske srna s Pcrnban t.u 
Bakti Rasa dan Puskesmas Pembantu Sumber Agung; 

10. UPT Puskesmas Rawat lnap Sidomulyo, berkedudukan di 
Dcsa Sidorejo dengan wilayah kerja meliputi pclava n a n 
kesehatan di Desa Bandar Dalam, Banjar Suri, Carnpang 
Tiga, Talang Baru, Suka Banjar, Kota Dalam, Budidaya , 
Siring Jaha, Suak, Seloretno, Sidodadi, Sidorcjo, 
Sidomulyo, Sukamarga, Suka Maju dan Sidowal uyo pada 
Kecamatan Sidomulyo serta mernbawahi Puskcsrna s 
Pembantu Suka Banjar, Puskesmas Pembantu Budi 
Daya, Puskesmas Pembantu Suak dan Puskesrna s 
Pembantu Sukamarga; 



11. UPT Puskesmas Way Panji, berkedudukan di De sa 
Sidoharjo derigan wilayah kerja meliputi pclayanan 
kesehatan di Desa Sidoharjo, Sidomakmur, Sidorcno dun 
Bali Nuraga pada Kecarnatan Way Panji serta mernbawahi 
Puskcs mas Pernbantu Bali Nuraga; 

12. UPT Puskesrnas Candipuro, berkedudukan di Dcsa 
Titiwangi dengan wilayah kerja mcliputi pclaya nan 
kesehatan di Desa Titiwangi , Banyurnas, Tr imornukti, 
Rawa Selapan, Sinar Pasmah, Beringin Kencana, Bumi 
jaya, Cinta Mulya, Way Gelam, Sido Asri, Sin a r 
Palembang, Batu Liman, Rantau Minyak da n Karva 
Mulya Sari pada Kecarnatan Candipuro serta membawahi 
Puskesmas Pembantu Trirno Mukti, Puskcsma s 
Pernbantu Rawa Selapan, Puskesrnas Pernbantu Beringin 
Kencana, Puskesrnas Pernbantu Sida Asri, Puskcsrnas 
Pernbantu Sinar Palembang dan Puskesrnas Pcmbantu 
Batu Liman; 

13. UPT Puskesmas Tanjung Agung, bcrkcdudukan di Dcsa 
Tanjung Agung dengan wilayah kerja mcliputi pclayanun 
ke sehatan di Desa Suka Jaya, Tanjung Ratu, Tanjung 
Agung, Tanjungan, Trans Tanjungan dan Neglasari, pad a 
Kecamatan Katibung serta rnernbawahi Puskesmus 
Pembantu Rejo Agung, Puskesrnas Pembantu Trans 
Tanjurigan dan Puskesmas Pernbantu Neglasari; 

14. UPT Puskesrnas Rawat Inap Katibung, berkedudukan di 
Desa Pardasuka dengan wilayah kerja rneliputi pclayarian 
kesehatan di Desa Tarahan, Karya Tunggal, Babata n , 
Pardasuka, Rangai Tri Tunggal dan Sidomekar pada 
Kecamatan Katibung serta rnernbawahi Puskesrnas 
Pembantu Tarahan dan Puskesmas Pembantu Babatan ; 

15. UPT Puskesmas Way Sulan, berkedudukan di Dcsa 
Karang Pucung dengan wilayah kerja meliputi pclayanan 
kesehatan di Desa Mekar Sari, Surnber Agung, Talang 
Way Sulan, Pamulihan, Purwodadi, Suka Maju, Banjar 
Sari dan Karang Pucung, pada Kecamatan Way Sulan 
serta membawahi Puskesmas Pembaritu Parrruliha n dan 
Puskesmas Pernbantu Sumber Agung; 

16. UPT Puskesmas Rawat Inap Talang Jawa, berked ud uka n 
di Desa Talang Jawa dengan wilayah kerja meliput i 
pelayanan kesehatan di Desa Talang Jawa, Lebung Sari, 
Pujira hayu , Batu Agung, Sinar Karya dan Tanjung 
Harapan pada Kecamatan Merbau Mataram sert.a 
membawahi Puskesmas Pernbantu Batu Agung dun 
Puskesmas Pembantu Tanjung Harapan; 

1 7. UPT Puskesmas Merbau Mataram, berkedudukan di Dcsa 
Merbau Mataram dengan wilayah kerja mcliputi 
pelayanan kesehatan di Desa Tanjung Baru, Baru Ranji, 
Karang Raja, Mekar Jaya, Suban, Merbau Matararn, Tri 
Harjo, Panca Tunggal dan Karang Jaya pada Kecarnatan 
Merbau Mataram serta mernbawahi Puskesmas 
Pernbantu Baru Ranji. Puskesmas Pembantu Tanjung 
Rame, Puskesmas Pembantu Mekar .Jaya, Puskcsrna s 
Pernbantu Campur Rejo dan Puskesmas Pernbantu Way 
Baka; 



18. UPT Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang, 
berkedudukan di Desa Jati Baru dengan wilayah kerja 
meliputi pelayanan kesehatan di Desa Kali Asi n , 
Lematang, Sabah Balau, Sukanegara, Galih Lunik, 
Serdang, Sinar Ogan, Budi Lestari, .Jati Baru, .Jati lndah , 
Tri Mulyo, Sindang Sari, Purwodadi Simpang, Way Galih, 
Rejo Mulyo dan Sri Katon, pada Kecamatan Tanjung 
Bintang serta membawahi Puskesmas Pembantu Kali 
Asin, Puskesmas Pembantu Suka Negara, Puskesmas 
Budi Lestari, Puskesmas Pembantu Purwodadi Simpang 
dan Puskesmas Pembantu Way Galih; 

19. UPT Puskesrnas Tanjung Sari, bcrkedudukan di Dc sa 
Kertosari dengan wilayah kerja meliputi pclayanan 
kesehatan di Desa Sidomukti, Wawa san, Bangun Sari, 
Mulyo Sari, Kertosari, Wonodadi, Purwodadi Da.larn , dun 
Malang Sari, pada Kecamatan Tanjung Sari se rt.a 
mernbawah i Puskesmas Pembantu Sidomukti d.m 
Puskesrnas Pembantu Wawasan; 

20. UPT Puskesmas Karang Anyar, bcrkedudukan di Dc s» 
Karang Anyar dengan wilayah kerja meliputi pelayanun 
kesehatan di Desa Way Huwi, Jati Mulyo, Purwo Tani, 
Marga Agung, Marga Kaya, Sinar Rejeki, Sidoharjo, 
Rejomulyo, Karang Anyar, Fajar Baru, Karang Sari dan 
Karang Rejo, pada Kecamatan Jati Agung serta 
membawahi Puskesmas Pembantu Sinar Rcjcki d a n 
Puskesmas Pembantu Rejomulyo; 

21. UPT Puskesrnas Rawat Inap Banjar Agung. 
berkedudukan di Desa Banjar Agung dengan wilayuh 
kerja meliputi pelayanan kesehatan di Dcsa Ba njar 
Agung, Gedung Harapan, Margornulyo, Sidodadi Asri, 
Surnber Jaya, Margodadi, Margo Lestari, Margo Rejo du n 
Gedung Agung pada Kecamatan Jati Agung sorta 
mernbawahi Puskesrnas Pembantu Sidodadi Asri dun 
Puskesmas Pembantu Margodadi; 

22. UPI' Puskesrnas Natar, berkedudukan di Desa Nat.ar 
dengan wilayah kerja meiiputi pelayanan kesehatan di 
Desa Natar, Merak Batin, Negara Ratu, Kali Sari dan Rcjo 
Sari, pada Kecamatan Natar serta mcmbawahi 
Puskesmas Pembantu Banjar Sari; 

23. UPT Puskesrnas Hajimeria, berkedudukan di Dcsa 
Hajimena dengan wilayah kerja meliputi pelayanan 
kesehatan di Desa Sidosari, Hajimena dan Pemanggilun, 
pada Kecamatan Natar serta membawahi Puskesmus 
Pembantu Sidosari; 

24. UPT Puskesmas Bran ti Raya, berkedudukan di Dcsa 
Branti Raya dengan wilayah kerja meliputi pclayarian 
kesehatan di Desa Branti Raya, Candimas, Haduyang, 
Rulung Helok, Banjar Negeri dan Mandah, pada 
Kecamatan Na tar serta membawahi Puskesrnas 
Pernbantu Mandah; 

25. UPT Puskesmas Rawat Inap Sukadamai, berkedudukan 
di Desa Sukadarnai dengan wilayah kerja meliputi 
pelayanan kesehatan di Desa Pancasila, Sukadarnai, 
Bandar Rejo, Purwosari, Rulung Raya dan Rulung Mu lyu, 



Pasal 19 

Untuk mclaksanakan tugas pokok sebagaimaria dimakaud 
dalarn Pasal 18, rincian tugas Kepala UPT Balai Laboratorium 
Kcsehatan adalah sebagai berikut : 
a. mengendalikan pelaksanaan program clan kebijaka n tek ni s 

dibidang laboratorium kesehatan daerah; 
b. memberikan pelayanan uji laboratorium kepada rnasyaraka t 

dibidang kesehatan; 

c. melaksariakan perneriksaan mikrobiologi; 
d. melaksanakan pemeriksaan kimia klinik; 
e. melaksanakan pemeriksaan urinalisis; 
I, melaksanakan pemeriksaan makanan dan minuman; 

g. melaksanakan perneriksaan kesehatan masyarakat; 
h. rnelaksanakan pemeriksaan kesehatan lingkungan; 
1. melaksanakan perneriksaan mutu eksternal dan internal; 
J. melaksanakan birnbingan teknis kelaboratoriuman; 
k. melaksanakan pemeriksaan rujukan; 
l. membagi ha bis tugas kedinasan baik teknis maupu n 

administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada 
mernaharni tugas dan tanggung jawabnya masing-rnasing; 

m. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil- 
guna; 

n. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Di na s 
sebagai rnaaukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lcbin 
lanjut; 

o. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

Tugas pokok Kepala UPT Balai Laboratorium Kesehatan adalah 
melaksanakan pemeriksaan dibidang kesehatan pad a 
laboratorium kesehatan daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pernbinau n 
terhadap aparatur UPT Balai Laboratorium Kesehatan. 

Bagian Kedua 
Rincian Tugas Jabatan Kepala UPT 

Balai Laboratorium Kesehatan 
Pasal 18 

pada Kecamatan Natar serta membawahi Puskesmas 
Pernbantu Pancasila, Puskesmas Purwosari dun 
Puskesrnas Pernbantu Rulung Raya; dan 

26. UPT Puskesmas Rawat lnap Tanjung Sari Nat.ar , 
berkedudukan di Desa Tanjung Sari dengan wilayah kerja 
meliputi pelayanan kesehatan di Desa Tanjurig Sari, 
Bumi Sari, Muara Putih, Kerawang Sari dan Way Sari 
pada Kecamatan Natar serta rnernbawahi Puskesrna s 
Pembantu Tanjung Sari dan Puskcsmas Pcrnbantu 
Kerawang Sari. 



Pasal 21 

Unt uk melaksanakan tugas pokok sebagaimana d imak sud 
dalam Pasal 20, rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
pada UPT Balai Laboratoriurn Kesehatan adalah scbagai bcrikui: 

a. rnelaksanakan program kerja UPT Balai Laborator iurn 
Kesehatan, serta melaksanakan rencana kerja Sub Bagi.m 
Tata Usaha untuk dijadikan bahan acuan dalarn 
pelaksanaan tugas; 

b. menginvenlarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Tata Usaha 
dan pcnyusunan bahan untuk pernecahannya; 

c. rnempclajari peraturan perundang-undangan ya 1 ig 
berhubungan dengan bidang Laboratoriurn Kcschatun 
Dae rah ser ta peraturan perundang-undangan yuru; 
berhubungan dengan bidang kelatausahaan scbagai 
landasan dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usa h a ; 

d. mclaksanakan pengumpulan dan pcngolahan da t.a 
pcmbinaan organisasi dan ketatalaksanaan; 

c. melak sanakan pengelolaan urusan adrninistrasi kcuang.m 
yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban se rt.: 
penyusunan laporan keuangan kantor; 

I. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian; 
g. mclak sanakan pengelolaan ur usan rumah-tanggc dun 

perlcngkapan; 
h. melaksanakan pengelolaan urusan surat-rnenyurat, protokol 

dan pembuatan laporan kantor; 
1. melaksanakan pengelolaan dokumenlasi serta perpus takaun; 

J. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur .Iabat an 
Fungsional Umum dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha agar 
dapat melaksanakan tugas secara bcrdaya-guna dn n 
berhasil-guna; 

k. membagi habis tugas Sub Bagian Tata Usaha kepadu 
aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya , 
agar sctiap personil memahami tugas dan t<rnggung 
jawabnya masing-masing; 

Bagian Ketiga 
Rincian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

pada UPT Balai Laboratorium Kesehatan 
Pasal20 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UIYf Balai 
Laboratoriurn Keschatan adalah melaksariakan program kcrja 
kantor UPT Balai Laboratorium Kesehatan , pernbiria.m 
organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan urusan kcuangan, 
kepegawaian, perlengkapan, rumah-tangga, hubungun 
masyarakat, surat-rnenyurat, protokol, pclaksanaan cvaluu si 
dan pernbuatan laporan Kantor, sesuai dcngan pcraturu n 
pcrundang-undangan yang berlaku untuk kclnncar.m 
pclaksanaan tugas. 

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan olrh 
atasan. 



Bagian Kelima 
Rincian Tuga~ Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

pada UPT lnstalasi Farmasi 
Pasal 24 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPI lnst.alu si 
Farrnasi adalah melaksanakan program kerja k a n to r U IYJ' 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnaks ud 
dalam Pasal 22, rincian tugas Kepala UPT Instalasi Farm.rsi 
adalah sebagai berikut : 
a. mengendalikan pelaksanaan program dan kcbijakan tcknis 

dibidang kefarmasian; 
b. melaksanakan perencanaan kegiatan kefarmasian; 

c. me1aksanakan penyimpanan dan pengelolaan obat di gudang 
obat; 

d. melaksanakan pendistribusian abat; 
c. melaksanakan pengawasan mutu sediaan farmasi; 
f. melaksanakan bimbingan teknis kefarmasian; 
g. membagi habis tugas kedinasan baik leknis maupun 

administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada 
memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-rnasing: 

h. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berha sil- 
guna; 

1. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dina s 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertirnbangan lebih 
lanjut; 

J· mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch 

atasan. 

Pasal 23 

Bagian Keempat 
Rincian Tugas Jabatan Kepala UPT Instalasi Farmasi 

Pasal 22 

Tugas pokok Kepala UPT lnstalasi Farrnasi adalah mcnyiapkan , 
mengelola, mendistribusikan obat dan tugas lainnya dibidarig 
kefarmasian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku serta pembinaan terhadap aparatur UPT 
lristalasi Farrnasi. 

l. mengumpulkan, menghimpun, menyusun data dun 
inforrnasi dari bawahan sebagai bahan untuk membual 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan untuk dijadikan 
masukan dalam program lebih lanjut: 

m. mcngevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; clan 
n. me laksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oich 

atasan. 



Untuk melaksanakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud 
dalam Pasal 24, rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
pada UPT Instalasi Farrnasi adalah sebagai berikut: 

a. melaksanakan program kerja UPT Instalasi Farmasi , ser ta 
menyusun rcncana kerja Sub Bagian Tata Usaha untuk 
dijadikan bahari acuan dalam pelaksa naan tugas; 

b. menginvenlarisasi permasalahan-permasalahan y<1ng 
berhubungan dengan bidarig tugas Sub Bagian Tat.a Usu ha 
dan pcnyusunan bahan untuk pernecaharmya; 

c. mernpelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan bidang kefarmasian serta peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan bida ng 
ketatausahaan sebagai landasan dalam pelaksariaan tujza s 
Sub Bagian Tata Usaha; 

d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data 
pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; 

e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan 
yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban scrta 
penyusunan laporan keuangan kantor ; 

f. melaksanakan urusan adrninistrasi kepegawaian; 

g. melaksanakan pengelolaan urusan rurnah-tangga dan 
perlengkapan; 

h. melaksanakan pengelolaan urusan surat-rnenyurat, protokol 
dan pernbuatan laporan kantor; 

1. melaksanakan pengelolaan dokumentasi serta perpus takaa n; 

J. mernirnpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur .Jabat an 
Fungsional Umum dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dun 
berhasil-guna; 

k. membagi habis tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada 
aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannva, 
agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawabnya masing-rnasing; 

l. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data d.m 
inforrnasi dari bawahan sebagai bahan untuk mcmbuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan untuk dijadikan 
masukan dalam program lebih lanjut; 

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch 
atasan. 

Pasal 25 

lnstalasi Farrnasi. pembinaan organisasi clan ketatalaksanaan, 
pengelolaan uru san keuangan, kepegawaian, perlengkapan, 
rurnah-tangga, hubungan masyarakat, surat-rncnyurat, 
protokol, pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan Kantor, 
ses'uai dengan Peraturan Perundang-undangan yang bcrla k u 
untuk kelaricaran pelaksanaan tugas. 



Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pas al 26, rincian tugas Kepala U rr 
Puskesmas/Puskesmas Rawat Inap adalah sebagai berikut : 
a. mernimpin , membina, mengoordinasikan, memantau clan 

mengendalikan pelaksanaan program dan kebijak an tcknis 
dibidang pelayanan kesehatan di wilayah kcrja 
Puskesrnaa/Puskesmas Rawat lnap dan Puskcsrnas 
Pembantu masing-masing; 

b. mernpelajari peraturan perundang-undangan yrn1g 
bcrhubungan dengan Puskcsmas /Puskesmas Rawat lriap 
dan Puskesmas Pembantu sebagai acuan dalarn pelaksanaan 
tu gas; 

c. mercncanakan dan mengevaluasi kegiatan pclayanu n 
kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakut 
didalam gedung dan diluar gedung Puskesmas/ Puskesmas 
Rawat Inap dan Puskesmas Pembantu dan jaringannya; 

d. mcnyclenggarakan pelayanan upaya kcschatan ibu, bayi dun 
balita, pelayanan keluarga berericana, perbaikan g1z1 
masyarakat, perawatan kesehatan rnasyarakat, penccgaha n 
dam pemberantasan penyakit, imunisasi, survcila ns 
epidemiologi, pembinaan kesehatan lingkungan du n 
pemukiman; 

e. menyelenggarakan pelayanan upaya pengobaian, pelayanun 
gawal darurat, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, 
pelayanan laboratorium, upaya kcsehata.n kcrja, pclayanan 
keschatan usia lanjut, pelayanan kesehatan jiwa, pclayanan 
kesehatan mata, pelayanan kesehatan Telinga, Hidung da n 
Tenggorokan (THT), pelayanan kesehatan anak u sia 
sekolahan remaja, upaya kesehatan institusi dan pelayanun 
rujuk medis; 

L membina terhadap Upaya Kesehatan Bersurnber duya 
Masyarakat (UKBM), pemberdayaan masyarakai dibida ng 
kesehatan, unit pelayanan kesehatan swasta, pos keschat.an 
desa dan kader dibidang kesehatan; 

Pasal27 

Tugas pokok Kepala UPT Puskesmas /Puskesrnas Rawat Inap 
adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang 
pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya keschat.an 
secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja 
Puskesmas/Puskesmas Rawat }nap dan Puskesmas Pernbantu 
masing-masing dalam rangka mendukung tercapainya tujuan 
Pembangunan Kesehatan Nasional yakni meningka tkan 
kesadaran, kemauan dan kernampuan hidup seha t bagi sctiap 
orang berternpat tinggal di wilayah kerja Puskesmas /Puskcsrnas 
Rawat Inap dan Puskesmas Pembantu masing-masing agar 
terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

Bagian Keenam 

Rincian Tugas Jabatan Kepala UPT Puskesmas 
/ Puskesmas Rawat Inap 

Pasal 26 



Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimaria dimaksud 
dalarn Pasal 28, rincan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
pada UfYI' Puskesrnas/Puskesmas Rawat lnap adalah sebagai 
berikut : 

Pasal29 

Bagian Ketujuh 
Rincian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

pada UPT Puskesmas/Puskesmas Rawat Inap 
Pasal 28 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT 
Puskesmas/Puskesmas Rawat Inap adalah menyusun program 
dan rencana kerja kantor UPT Pu skesrnas r Puakesrna s Rawat 
lnap, pengelolaan urusan umum, rumah-tangga, surat- 
menyurat, kepegawaian, perlengkapan, rnelaksanakan cvaluasi 
dan pelaporan kegiatan kantor serta rnengelola adrninistrasi 
urusan keuangan kantor, sesuai dengan peraturan pcrundang- 
undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

g. mengoordinasikan kegiatan kepada lintas program dan 
sektor tingkat kecamatan dan desa; 

h. menjadi pusat penggerak pembangunan berwawasan 
kesehatan yakni selalu berupaya menggerakkan dun 
memantau penyelenggaraan pembangunan perintah sektor 
termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilaya h 
kerjanya; 

1. menjadi pusat pemberdayaan masyarakal melalui kelompok 
perorangan, dan keluarga dan masyarakat untuk hid up 
sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan 
kesehatan termasuk sumber pembiayaannya, sorta ik ut 
menekan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan 
program kesehatan; 

J. menjadi pusat pelayanan kesehatan strata pertama yakni 
bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan ke se hat n n 
tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan 
berkesinambungan, meliputi pelayanan kcschat.a n 
perorangan dan pelayanan keseha tan masyarakat; 

k. membagi habis tugas kedinasan baik teknis maupun 
administrasi pada bawahan, agar setiap aperatur yang ada 
memahami tugas dan tanggung jawabnya rnasing-rnasing: 

1. membina clan mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan 
kesehatan pada Puskesrnas/Puskesrnas Rawat lnap dun 
Puskesmas Pembantu di wilayah kerjanya; 

rn. mernberikan motivasi kepada bawahan agar marnpu 
melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna ; 

n. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dirias 
sebagai masukan untuk dijad ikan bahan pertimbangan lebih 
lanjut; 

o. merigevaluasi hasil pelak sanaan tugas bawahan; dan 
p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikn n 

atasan. 



Puskesrnas Pembantu merupakan Lembaga Non Struktural yang 
dipimpin oleh Kepala Puskesmas Pembantu berkeduduk an 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskcsrna s 
masing-masing. 

Pasal 30 

Bagian Kedelapan 
Kedudukan Pukesmas Pembantu 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang d ibe ri ka n olch 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlak u. 

bah an scbagai J. mengevaluasi hasil kerja bawahan 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

k. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata 
Usaha kepada Kepala UPT Puskesmas/Puskesmas Rawat. 
Inap sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk 
dijadikan bahan dalam menyusun program dan rericaria 
kerja UPT Puskesmas/ Puskesmas Rawat lnap lebih lanjut; 
dan 

adrninistrasi 
kepega waia n 

mengelola urusan umum, rurnah-tangga, 
surat-rnenyurat dan kearsipan, administrasi 
dan administrasi perlengkapan kantor; 

d. melaksanakan evaluasi dan merumuskan laporan kcgiatan 
UPT Puskesmas/Puskesmas Rawat Tnap dan laporan 
kegiatan ketatausahaan kantor; 

e. mengelola adrninistrasi keuangan yang meliputi penyusunan 
anggaran UPT Puskesmas/Puskesmas Rawat Inap, 
pembukuan pertanggungjawaban serta penyusunan laporun 
keuangan kantor; 

f. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Puskesmas/ Puskesrnas Rawat lnap 
dan Puskesmas Pembantu serta peraturan perundang 
undangan yang berhubungan dengan kelatausahaan se bagai 
landasan dalam pelaksanaan tugas; 

g. membagi habis tugas pada Sub Bagian Tata Usaha kcpada 
bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas 
dan tanggung jawabnya masing-masing; 

h. menerima dan mernpelajari laporan dan saran dari bawah an 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyu sun 
program dan rencana kerja selanjutnya; 

i, membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar 
mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

c. 

kerja uir 
acuan dala m 

a. menyusun program dan rencana 
Puskesmas/ Puskesmas Rawat lnap sebagai 
pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dcrigun 
bidang tugas Sub Bagian Tata Usaha dan menyusun bah an 
untuk pemecahan masalahnya; 



Bagian Kesatu 
Penetapan 

Pasal33 
UPT pada Dinas Pekcrjaan Umum dan Tata Ruang, tcr d ir i dari 

UPT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 

BAB VI 

h. membuat laporan secara berkala kepada kepala U fYI' 
Puskesrnas sebagai masukan untuk dijadika n buh a n 
pertimbangan lebih lanjut; 

1. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan: dan 

J· melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 

Untuk rnelaksanakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud 
dalam Pasal 31, rincian tugas Kepala Puskcsrnas Pcrriba n t u 
adalah sebagai berikut : 

a. memimpin, membina, mengoordinasikan, rnernantau dar: 
mengendalikan pelaksanaan program dalam kebijakan tckriis 
dibidang pelayanan kesehatan pada puskesmas pernban tu; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan puskesmas dan puskesmas pembantu 
sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; 

c. melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dalam wilayah 
kerja Puskesmas Pembantu; 

d. melaksanakan pembinaan upaya pelayanan kcsehai an 
kepada UKBM dan Poskesdes; 

e. membagi habis tugas kedinasan baik teknis maupun 
administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada 
memahami tugas dan tanggung jawabnya maeing-ma sing: 

f. mernbina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan 
kesehatan pada puskesmas pembantu di wilayah kerjanya; 

g. memberikan motivasi pada bawahan agar mampu 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan bcrha sil- 
guna; 

Pasal 32 

Tugas pokok Kepala Puskesmas Pembantu adalah membant.u 
kepala UPT Puskesrnas dalam melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dibidang pelayanan, pernbinaan dan pengembangan 
upaya kesehatan secara paripurna kepada rnasyarakat di 
wilayah kerja puskesrnas pernbantu dalam rangka mcndukung 
tcrcapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional. 

Bagian Kesembilan 
Rincian Tugas Jabatan Kepala Puskesmas Pembantu 

Pasal 31 



Bagian Kedua 
Rincian Tugas Jabatan Kepala 

UPT Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 
Pasal 34 

Tugas pokok Kepala UPT Pekerjaan Umum dan Tata Rua ng 
adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas 
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di wilayah kerjanya , 

a. UPT Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rayon l, 
berkedudukan di Ibu Kata Kecamatan Kalianda dengan 
wilayah kerja meliputi pelayanan Pekerjaan Umurn dan Tata 
Ruang di Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Raja Basa; 

b. UPT Pekerjaan Umurn dan Tata Ruang Rayon ll, 
berkedudukan di Ibu Kata Kecamatan Penengahan dcnga n 
wilayah kerja meliputi pelayanan Pekerjaan Umum dan Tata 
Ruang di Kecamatan Penengahan dan Kecamatan 
Bakauheni; 

c. UPT Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rayon 111, 
berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan Ketapang dcnga n 
wilayah kerja meliputi pelayanan Pekerjaan Umum dan Tata 
Ruang di Kecamatan Ketapang; 

d. UPT Pekerjaan Urnurn dan Tata Ruang Rayon IV, 
berkedudukan di lbu Kota Kecamatan Palas dengan wilayah 
kerja meliputi pelayanan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 
di Kccamatan Palas dan Kecamatan Sragi; 

c. UPT Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rayon V, 
berkedudukan di lbu Kota Kecamatan Sidomulyo dcngan 
wilayah kerja meliputi pelayanan Pekerjaan Umum dan Ta ta 
Ruang di Kecarnatan Sidomulyo, dan Kecamatan Way Panji; 

I, UPT Pekerjaan Urnurn dan Tata Ruang Rayon VI, 
berkcdudukan di Ibu Kota Kecamatan Katibung dcngan 
wilayah kerja meliputi pelayanan Pekerjaan Umum dan Ta la 
Ruang di Kecamatan Katibung dan Kecamatan Merbau 
Mataram; 

g. UPT Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rayon Vil, 
berkedudukan di Ibu Kota Kecarnatan Candipuro dengan 
wilayah kerja rneliputi pelayanan Pekcrjaan Umum dan Tata 
Ruang di Kecarnatan Candipuro dan Kccamatan Way Sulan; 

h. UPT Pekerjaan Um um clan Tata Ruang Rayon VI 11, 
berkedudukan di lbu Kota Kecamatan Natar dengan wilayah 
kerja meliputi pelayanan Pekerjaan Umum dan Tata Ruarig 
di Kecamatan Natar; 

1. UPT Pekerjaan Urnurn dan Tata Ruang Rayon IX, 
berkcdudukan di lbu Kota Kecamatan .Jati Agung dcngan 
wilayah kerja meliputi pelayanan Pekerjaan Umum dan Tata 
Ruang di Kecamatan Jati Agung; dan 

J. UPT Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rayon X, 
berkedudukan di lbu Kota Kecamatan Tanjung Bintang clan 
Kecamatan Tanjung Sari dengan wilayah kerja meliputi 
pelayanan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di Tanjuru; 
Bintang dan Kecarnatari Tanjung Sari. 



Bagian Ketiga 
Rincian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

pada UPT Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 
Pasal 36 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada U PT 
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah rnenyusun program 
clan rencana kerja kantor UPT Pekerjaan Umum dan Tata 
Ruang, pengelolaan urusan umum, rumah-tangga, surat- 
menyurat, kepegawaian, perlengkapan, melaksanakan evaluasi 
clan pelaporan kegiatan kantor serta mengelola adrniniatra si 

Pasal 35 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34, rincian tugas Kepala UPT Pekerjaan Umum dan 
Tata Ruang adalah sebagai berikut : 
a. mernimpin , membina, mengoordinasikan, memantau dan 

mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis 
dipelayanan pembangunan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 
di wilayah Kecamatan; 

b. mernpelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan pelayanan Pekerjaan Urnurn dan T~1t<1 
Ruang sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas: 

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instarisi ter'ka it 
di Kecamatan demi tercapainya sasaran; 

d. melaksanakan pernbinaan dan pengawasan pelaksanaan 
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh proyck- 
proyek lingkup Kecamatan; 

e. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan 
akuntabilitas kinerja UPT dinas; 

f. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemer iksaun 
olch pcngawas f ungsional; 

g. mcmbagi habis tugas kedinasari baik teknis maupun 
adrninistrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada 
memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; 

h . memberikan motivasi kepada bawahan agar rnampu 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan bcrhasil- 
guna: 

i. mernbuat laporan secara berkala kcpada Kepala Dirias 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertirnbangan lebih 
lanjut; 

J. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 
k. rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch 

atasan. 

pembinaan terhadap aparatur UPT, melaksanakan kerja sama 
dan koordinasi dengan Camat, Instansi Pemerintah dan 
organisasi lainnya di wilayah kerjanya dalam pelaksariaan clan 
pengendalian pembangunan dipelayanan Pekerjaan Umum dan 
Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang- 
undangan yang berlaku. 



1. menyusun la po ran pelaksanaan tugas Sub Bagi an Tu la 
Usaha kepada Kepala UPT Pekerjaan Umurn dan Tata Rua ng 
sebagai pertanggungjawaban kerja dan rnasukan uni uk 
dijadikan bah an dalam menyusun program dan renca na 
kerja UPT Pekerjaan Urnurn dan Tata Ruang lebih lanjut ; dn n 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan olc h 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang bcrla k u. 

e. mengelola adrninistrasi keuangan yang meliputi penyusunan 
anggaran UPT Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 
pembukuan pertanggungjawaban serta penyusunan laporan 
keuangan kantor; 

f. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan UPT Pekerjaan Urnum dan Tata Ruang 
serta peraturan perundang-undangan yang bcrhubungan 
dengan ketatausahaan sebagai landasan dalam pelaksanaa n 
tugas Sub Bagian Tata U saha; 

g. membagi habis tugas pada Sub Bagian Tata Usaha kepada 
bawahan, agar setiap aparatur yang ada mernahami tugas 
dan tanggung jawabnya masing-masing; 

h. menerima dan mempelajari laporan clan saran d ar'i bawa h a n 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalarn meriyus un 
program dan rencana kerja selanjutnya; 

1. membina dan memberikan motivasi kepada bawa hari agar 
mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dun 
berhasil-guna; 

administrasi 
kcpegawaian 

mengelola urusan umum, rurnah-tangga, 
surat-rnenyurat dan kearsipan, administrasi 
dan administras! perlengkapan kantor ; 

d. melaksanakan evaluasi dan merumuskan laporan kegiat an 
UPT Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan laporan kegiatan 
ketatausahaan kantor; 

c. 

a. mcnyusun program dan rencana kerja UPT Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dcngan 
pelayanan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan menyusun 
bahan untuk pemecahan masalahnya; 

Pasal 37 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnak sud 
dalam Pasal 36, rincian tugas Kcpala Sub Bagian Ta ta Uxa h a 
pada UPT Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah scbagai 
berikut: 

urusan keuangan kantor, sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

bah an J. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

k. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guria 
menunjang kelancaran pclaksanaan tugas; 



Bagian Kedua 
Rincian Tugas Jabatan Kepala UPT Layanan Persampahan 

Pasal 39 

Tugas pokok Kepala UPT Layanan Persampahan adalnh 
mclaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pcr urna ha n dn n 

Permukiman di wilayah kerjanya, pernbinaan tcrhadap a para t ur 
UPT, melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Carn.u , 
lnstansi Pemerintah dan organisasi lainnya di wilayah kerjanva 
dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dibidaruz 
Layanan Persampahan scsuai dengan ketentuan pcrat.uran 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 40 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnak sud 
dalam Pasal 39, rincian tugas Kepala UPT l.ayanun 
Pcrsarnpahan adalah sebagai berikut : 
a. mernirnpin, membina, mengoordinasikan, mcmaritau cLrn 

mengendalikan pelaksanaan program dan kcbijakan tck ni s 
dibidang Layanan Persampahan di wilayah Kecarnatan: 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Layanan Persampahan sebagai acuan 
dalam pelaksanaan tugas; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi terk.ut 
di Kccamatan demi tercapainya sasaran; 

d. mernberi kan layanan penyapuan dan pembersihan bcrbagai 
macam dan jenis sampah pada jalan-jalan utama d.in 
Jasili tas um urn rnilik pemda; 

c. mernbcrikan layanan pengumpulan sarnpah d.ui 
pengangkutan ke TPA; 

f. memberikan layanan pemrosesan akhir sampah; 
g. mernproscs pemanfaatan sampah mcnjadi scsuatu yrn1g 

bermanfaat seperti kornpos dan produk daur ulang sarnpa h; 

UPT PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 
Bagian Kesatu 

Penetapan 

Pasal 38 

UPT pad a Dinas Perumahan dan Permukiman, terdiri dari : 
a. UPT Layanan Persampahan, berkcdudukan di lbu Kutu 

Kecamatan Kalianda dengan wilayah kerja rncliput i 
pclayanan dibidang Persampahan; 

b. UPT Layanan Layanan Penerangan .Jala n Urnum 
berkcdudukan di lbu Kota Kccarnatan Kalianda dcng.m 
wilayah kcrja meiiputi pelayanan Layarian Pericrangan .Ial.m 
Umum ; dan 

c. UPT Layanan Air Limbah, berkedudukan di !bu Kot.u 
Kecamatan Kalianda dengan wilayah kerja mcliputi 
pclayanan pcnyedotan air limbah. 

BAB VII 



Un tuk melaksanakan tugas pokok sebagairnana dirnaks uo 
dalam Pasal 41, rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata U sa hit 
pada UfYI' Layanan Persarnpahan adalah sebagai berikut : 

a. menyusun program dan rencana kerja UPT Layanan 
Persampahan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. mcnginventarisasi permasalahan yang bcrhubungan dcngan 
pelayanan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan mcnyusun 
bahan untuk pernecahan masalahnya; 

c. mengelola urusan 'umum, rurnah-tangga, administrusi 
surat-rnenyurat dan kearsipan , adrninistrasi kcpcgawaian 
dan adrninistrasi perlengkapan kantor; · 

d. melaksanakan evaluasi dan merurnuskan laporan kcgiat an 
UPT Layanan Persampahan dan la po ran kcgia I u n 
ketatausahaan kantor; 

e. mengelola administrasi keuangan yang meliputi pcnyt.rs unr: n 
anggaran UPT Layanan Persampahan, pernbukuun 
pertanggungjawaban serta penyusunan laporan kcuarigun 
kantor; 

I, rnernpelajari peraturan pcrundang-undangan y<mg 
berhubungan dengan UPT Layanan Persampahan scrta 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
ketatausahaan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas 
Sub Bagian Tata Usaha; 

Bagian Ketiga 

Rincian Tugas Jabatan Kepala Sub Baglan Tata Usaha 
pada UPT Layanan Persampahan 

Pasal 41 
Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha pad a UPT Lava nu n 
Persampahan adalah menyusun program dan rencaria kc-rjn 
karitor UPT Layanan Pcrsampahan, perigclolaan uru san umurn , 
rumah-tangga, surat-rnenyurat, kepegawaian, pcrlcngka p.: n , 
mclaksa nakan evaluasi dan pelaporan kegiatan kantor scrt.a 
mengelola administrasi urusan keuangan kantor, scsuai dcriza n 
pcraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kclancarun 
pelaksanaan tugas. 

h. membagi habis tugas kedinasan baik teknis maupun 
administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada 
memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing: 

1. rnernberikan motivasi kepada bawahan agar mampu 
melaksanakan tugas secara berdaya-guria dan berba sil 
guna; 

J. mernbuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertirnbangan lcbih 
lanjut; 

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan olch 

atasan. 

Pasal 42 



Untuk rnclaksanakan tugas pokok scbagairnana dimak sud 
dalam Pasal 43, rincian tugas Kepala UPT Layanan Pcncranpun 
.Ialan Umum adalah sebagai berikut: 
a. mernimpin , membina, mengoordinasikan, memantau clan 

mengendalikan pelaksanaan program dan kcbijaka n tck ni s 
dibidang Layanan Pcncrangan .Jalan Umum di wi lava h 
Kecamatan; 

b. mernpelajari peraturan perundang-undangan y~ing 
berhubungan dengan Layanan Penerangan Jalan Urn urn 
sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan in starrsi tcrkait 
di Kecamatan demi tercapainya sasaran; 

d. rnenyiapkan rencana pemasangan Laya nan Pcncrangun 
.Jalan Umum sesuai dengan program yang telah disusun; 

Pasal 44 

Bagian Keempat 

Rincian Tugas Jabatan Kepala UPT Layanan 
Penerangan Jalan Umum 

Pasal 43 

Tugas pokok Kcpala UPT Layanan Pcncrangan .Jalan Umurn 
adalah melaksanakan sebagian tugas dan Iungsi Di nus 
Perurnahan dan Permukiman di wilayah kerjanya, pcmbinua n 
terhadap apara tur UPT, melaksanakan kerja sarna dun 
koordinasi dengan Camat, lnstansi Pemerintah dan organisasi 
lainnya di wilayah kerjanya dalam pelak sanaan clan 
pcngendalian pembangunan dibidang Layanan Pcncraruzan 
.Jalan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan pcr urida ng 
undangan yang berlaku. 

se bagai bah an J- mengevaluasi hasil kerja bawahan 
penycmpurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

k. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

1. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata 
Usaha kepada Kepala UPT Layanan Persampahan scbagai 
pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program dan rencana kcrja lehih 
lanjut; dan 

m. melaksanakan tugas kediria san lainnya yang diberikan olch 
atasan , sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang bcriaku. 

g. membagi habis tugas pada Sub Bagian Tata Usaha kepada 
bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tuga s 
dan tanggung jawabnya masing-rnasing; 

h. menerima dan mempelajari lapor an dan saran dari bawahan 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun 
program dan rencana kerja selanjutnya; 

i. membina dan mernberikan motivasi kepada bawahan o.gar 
mampu melaksanakan tugas sccara berdaya-guna dun 
berhasil-guna; 



kcgia ! u n 
lapor an 

d. melaksanakan evaluasi dan merumuskan laporan 
UPT Layanan Penerangan Jalan Umurn dan 
kcgiatan ketatausahaan kantor; 

Pasal 46 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 45, rincian lugas Kepala Sub Bagian Ta ta Usu h.: 
pada UPT Layanan Pencrangan .Jalan Umum adalah scbagai 
bcrikut : 

a. mcnyusun program dan rencana kerja UPT Layanun 
Pencrangan .Jalan Umum sebagai acuan dalam pcla ksunuu n 
tugas; 

b. menginventarisasi perrnasalahan yang bcrhubungan dcnvan 
pelayanan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan mcnyusun 
bahan untuk pernecahan masalahnya; 

c. mengelola urusan umum, rumah-tangga, adm inistr a si 
surat-menyurat dan kearsipan , adm ini str asi kcpcgaw<1i<rn 
dan adrninistrasi perlengkapan kantor; 

Bagian Kelima 
Rincian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

pada UPT Layanan Penerangan Jalan Umum 
Pasal 45 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Layarian 
Penerangan Jalan Umum adalah menyusun program dan 
rencana kerja kantor UPT Layanan Penerangan .Jalan Umum , 
pengelolaan urusan umum, rumah-tangga, surat-rncnyurut , 
kcpegawaian, perlengkapan, melaksanakan evaluasi dan 
pelaporan kegiatan kantor serta mengelola adrninistrasi ur usun 
kcuangan kantor, sesuai dengan peraturan pcrundang- 
undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksariaan tugas. 

e. melaksanakan pemasangan Layanan Penerangan .Ial.m 
Umum ditempat-tempat strategis yang telah ditentukan; 

f. memelihara dan merawat Layanan Penerangan .Ia la n Umurn 
yang sudah ada; 

g. melaksariakan pemasaran dibidang Layanan Pcricrangan 
.Jalan Umum kepada anggota masyarakat yang 
membutuhkan; 

h. membagi habis tugas kedinasan baik teknis maupun 
adrninistrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang rnl~i 
memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; 

t. memberikan motivasi kepada bawahan agar marnpu 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil- 
guna; 

J. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Diria s 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan pcrtirnbangan lcbih 
lanjut; 

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 
1. rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan oich 

atasan. 



Untuk mclaksanakan tugas pokok scbagaimana dirnak sud 
dalarn Pasal 4 7, rincian tugas Kepala UPT Layanan Air Limbah 
ada !ah scbagai berikut : 

8.. mcrnimpin, mernbina, mcngoordiriasikan , mcmantau clan 
mengendalikan pelaksanaan program dan kcbijakan tck nis 
dibidang Layanan Air Limbah di wilayah Kccarnatan; 

Pasal 48 

Tugas pokok Kepala UPT Layanan Air Limbah adala h 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perurnahan dan 
Permukiman di wilayah kerjanya, pembin aan terhadap a pa rat.u r 
UPT, melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Carna t, 
lnstansi Pemerintah dan organisasi iainnya di wilayah kerjanya 
dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dibidarig 
Layanan Air Limbah sesuai derigan ketcntuun pcral uran 
pcrundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Keenam 
Rincian Tugas Jabatan Kepala UPT Layanan Air Limbah 

Pasal 47 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikun olc h 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan keterituan yang bcrlaku. 

e. mengelola adrninistrasi keuangan yang meiiputi penyusun<in 
anggaran UPT Layanan Penerangan .Jalan Umum 
pernbukuan pertanggungjawaban serta pcnyusunun laporn n 
kcuangan kantor: 

I. mempelajari peraturan perundang-undanga.n yanf!. 
bcrhubungan dengan UPT Layarian Pencrungan .Ja Jun Um urn 
sorta pcraturan perundang-undangan yang bcrb ubung.m 
dengan ketatausahaan sebagai landasan dalam peiaksanann 
tugas Sub Bagian Tata Usaha: 

g. mernbagi ha bis tugas pada Sub Bagian Tata Usaha kcpada 
bawahan, agar setiap aparatur yang ada mcmahami tug;1s 
clan tanggung jawabnya masing-rnasing, 

h, mcncr irna da.n rncmpelajari la po ran dan saran dar: bawah: 1 n 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalarn mcnyus11 n 
program clan rencana kerja selanjutnya; 

i. membina dan memberikan motivasi ke pada bawahan agar 
marnpu melaksanakan tugas secara bcrdaya-guria du n 
berhasil-guna; 

sebagai J. mengevaluasi hasil kerja bawahan 
penyernpurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

k. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tu Lu 
Usaha kepada Kepala UPT Layanan Penerangan .Lala n Urriu rn 
sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan uni uk 
dijadikan bahan dalam menyusun program dan rcrica ria 
kerja lebih lanjut; dan 



c. adrninistruei 
kcpcgawaian 

mengelola urusan urnum, rurnah-tangga, 
suratmenyurat dan kearsipan, administrasi 
dan administrasi perlcngkapan kantor; 

b. mcnginventarisasi pcrrnasalahan yang bcrhubungan dcng;rn 
pelayanan tugas Sub Bagia.n Tata Usaha dan mcnyusun 
bahan untuk pernecahan masalahnya; 

a. menyusun program dan rencana kerja UPT Layanan Air 
Limbah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; 

Pasal 50 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud 
dalarn Pasal 49, rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usu hu 
pada UPT Layanan Air Limbah adalah sebagai bcrikut : 

Bagian Ketujuh 

Rincian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
pada UPT Layarian Air Limbah 

Pasal 49 
Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UFY[' Laya.rui n 
Air Lim bah adalah menyusun program dan rencana kcrja ka n I or 
UPT Layanan Air Lirnbah, pengelolaan ur usan um um, rurna h · 
tangga, surat-menyurat, kepegawaian, perlcngkapa n, 
mclaksanakan evaluasi dan pclaporan kcgiatan kantor scr t a 
mengelola adrninistrasi urusan keuangan kantor, ses uai dcng.m 
pcraturan perundang-undangan yang berlaku un tuk kclancaran 
pelaksanaan tugas, 

b. mernpelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Layanan Air Limbah sebagai acua n 
dalarn pelaksanaan tugas; 

c. mcngoordinasikan pelaksanaan tugas dcngan instan si icrkait 
di Kecamatan demi tercapainya sasaran; 

d. melaksanakan layanan penyedotan air Iimbah domesuk 
(lumpur tinja] pada Iasilitas um um milik pemda baik ycl ng 
sudah terjadwal maupun tidak terjadwal; 

c. mcmberikan layanan penyedotan air limbah domes: ik 
(lumpur tinja) pada fasilitas perorangan a tau swa sta ba ik 
yang sudah terjadwal maupun tidak terjadwal; 

f. mernbagi habis tugas kedinasan baik teknis maupun 
adminietrasi kepada bawahan, agar set.iap aparalur yung ac!u 
memahami tugas dan tanggungjawabnya masingmasing; 

g. mcmberikan motivasi kepada bawa ha n agar ma m p u 
mclaksanakan tugas secara berdaya-guna dan bcrhaail 
guria; 

h. membuat laporan secara berkala kcpada Kcpala Din.rs 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan pcrt imba ngan l<:bil1 
lanjut; 

1. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dun 

J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan o lc h 
atasan. 



UP'T pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pcrlindung.in 
Anak adalah UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaya.m 
Perempuan dan Anak (P2TP2A) berkedudukan di Kalianda 
dengan bidang kerja meliputi pelayanan terpadu pembcrdaya.m 
perem puan dan anak. 

Pasal 51 

Bagian Kesatu 

Penetapan 

UPT PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK 

BAB VIII 

I. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagia n T;1La 
Usaria kcpada Kcpala UPT Layanan Air Limbah scbauai 
pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadik.rn 
bahan dalam menyusun program dan rencana kcrja lcbih 
lanjut; dan 

m. mclaksariakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan olrh 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang bcr lak u. 

buhn n sebagai J. mengevaluasi hasil kerja bawahan 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

k. melak ukan kerja sama dengan unit kerja yang ada gu n» 
menunjang kelancaran pelaksanaan tuga s; 

f. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan UP'T Layanan Air Limbah ser I a 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dcng.m 
ketatausahaan sebagai landasan dalam pelaksariaan tugus 
Sub Bagian Tata Usaha; 

g. membagi habis tugas pada Sub Bagian Tata Usaha kcpada 
bawahan , agar setiap aparatur yang ada mernaharni tugus 
dan tanggung jawabnya rnasing-rnasing; 

h. rnenerirna dan mempelajari laporan dan saran dari bawah.in 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalarn mcriyu au n 
program dan rencana kerja selanjutnya; 

i. mernbina dan memberikan motivasi kepada bawahar: agar 
mampu melaksanakan tugas secara bcrdaya-guna d<111 
berh asil-guna; 

d. melaksanakan evaluasi dan merumuskan laporan kcgiata n 
UPT Layanan Air Limbah dan laporan kegiat:1n 
ketatau sahaan kantor; 

e. mcngelola adrninistrasi keuangan yang meliputi penyusurnrn 
anggaran UPT Layanan Air Lim bah, pcrnbukuun 
pertanggungjawaban serta penyusuna n laporan kcuangan 
kantor; 



m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch 
atasan. 

kepada bawahan agar rnarnpu 
secara berdaya-guna dan bcrha sil 

k. mem berikan motivasi 
rnclaksanakan tugas 
gun a; 

1. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas 
sebagai masukan urituk dijadikan bahan pertimbangan lcbih 
lanjut; 

I. memfasilitasi/memberikan pelayanan konseling dan ter api 
psikologis; 

g. memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi 
tenaga rnedis dan paramedis dalam penanganan korban 
tindak kekerasan: 

h. memfasiiitasi/memberikan bimbingan rohani; 

i. memfasilitasi/menyiapkan rumah aman y sheiter um uk 
korban tindak kekerasan; 

j. memfasilitasi pemulangan/pengembalian kcpada kcluurgu, 
masyarakat atau sekolah bagi korban tindak kekerasun 
berbasis gender dan anak; 

dan hukum perlindungan bantuan d. memfasilitasi 
pendampingan; 

e. melakukan upaya perlindungan dan pengamanan tcrhadap 
korban/saksi korban tindak kekerasan berbasis gender dan 
anak; 

Pasa153 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 52, rincian tugas Kepala UPT P2TP2A adalah 
sebagai berikut: 

a. mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan tck n is 
dibidang pusat pelayanan terpadu pemberdayaan 
perempuan dan anak; 

b. memberikan pelayanan terhadap pengaduan bagi korban 
tindak kekerasan berbasis gender dan anak; 

c. melaksanakan rujukan dan tindakan rnedis sebagai tindak 
lanjut pengaduan dari korban tindak kekerasan bcrbasis 
gender dan anak; 

Bagian Kedua 
Rincian Tugas Jabatan Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

Pasal 52 

Tugas pokok Kepala UPT P2TP2A adalah memberikan pclayarian 
terhadap korban tindak kekerasan berbasis gender da n anuk 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku serta pembinaan terhadap aparatur UPT P2TP2A. 



h. melaksanakan pengelolaan urusan s'urat menyurat, protokol 
dan pembuatan laporan kantor; 

1. melaksanakan pengelolaan dokumentasi serta perpustakaan; 

J. memimpin, mengarahkan dan mernotivasi aparalur .Ia bat a n 
Fungsional Umum dilingkungan Sub Bagian Tata Usu ha agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

k. membagi habis tugas Sub Bagian Tata Usaha kepnda 
aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawaharmva , 
agar setiap persoriil memahami tugas dan tanggung 
jawa bnya masing-masing; 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 54, rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usu hu 
pada UPT P2TP2A adalah sebagai berikut: 

a. melaksanakan program kerja UPT P2TP2A, serta rcnca na 
kerja Sub Bagian Tata Usaha untuk dijadikan bahan acuan 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan ya ng 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Tata Usaha 
dan penyusunan bahan untuk pemecahannya; 

c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan bidang P2TP2A serta peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang 
ketatausahaan sebagai landasan dalam pelaksanaan tuga s 
Sub Bagian Tata Usaha; 

d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan duta 
pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; 

c. melaksanakan pengelolaan ur usan administrasi kcuangan 
yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban scr ta 
penyusunan la po ran keuangan kan tor; 

I, melaksanakan urusan administrasi kepegawaian; 

g, melaksanakan pengelolaan urusan rumah-tangga dan 
perlengkapan; 

Pasal 55 

Pasal54 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT P2TP'.2A 
adalah melaksanakan program kerja kantor UPT P2TP2A, 
pembinaan orgariisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan uru san 
keuangan, kepegawaian, perlengkapan , rurnah-tangga, 
hubungan masyarakat, surat-rnenyurat, protokol, pelaksanaun 
evaluasi dan pembuatan laporan Kantor, sesuai dcngun 
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kclancarun 
pelaksanaan tugas. 

Bagian Ketiga 

Rincian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
pada UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak 



UPT pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Kcluarua 
Bcrcncana, tcrdiri dari : 

a. UPT Pengeridalian Penduduk dan Keluarga Bcrcnca ria 
Kecamatan Natar, berkedudukan di Ibu Kota Kccarnatan 
Na tar dengan wilayah kerja meliputi Pengendalian Perid ud uk 
dan Keluarga Berencana di Kecamatan Natar; 

b. UPT Pcngcndalian Pcnduduk dan Kcluarga Bcrcncana 
Kecamatan Tanjung Bintang, berkedudukan di Ibu Kota 
Kecamatan Tanjung Bintang dengan wilayah kerja mcliputi 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di 
Kecamatan Tanjung Bintang; 

c. UPT Pengendalian Penduduk dan Kcluarga Bcrcncuna 
Kecamatan Kalianda, berkedudukan di Ibu Kota Kccamat an 
Kalianda dengan wilayah kerja meliputi Pengcndalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana di Kecamatan Kalianda: 

d. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kecamatan Sidomulyo, berkedudukan di lbu Kola 
Kecamatan Sidomulyo dengan wilayah kerja rnclipuii 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bercncana di 
Kecamatan Sidomulyo; 

e. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bcrcncuria 
Kecamatan Katibung, berkedudukan di Kecamalan Katibung 
dengan wilayah kerja meliputi Pengendalian Penduduk dun 
Keluarga Berencana di Kecamatan Katibung; 

f. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bercnca ria 
Kecamatan Penengahan, berkedudukan di lbu Kola 
Kecamatan Penengahan dengan wilayah kerja meliput.i 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di 
Kecarnatan Penengahan; 

g. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bcrcncaria 
Kecamatan Palas, berkedudukan di Ibu Kota Kecama tan 
Palas dengan wilayah kerja meliputi Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana di Kecamatan Palas; 

Pasal 56 

UPT PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK 
DAN KELUARGA BERENCANA 

Bagian Kesatu 
Penetapan 

BAB IX 

1. mengumpulkan, menghimpun, menyusun data dun 
informasi dari bawahan sebagai bahan untuk rnernbuat 
Japoran pelaksanaan tugas kepada atasan untuk dijadikan 
masukan dalam program lebih lanjut; 

m. mengevaluasi has ii pelaksanaan tugas bawahan; dan 
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 



Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
melaksanakan sebagian tugas dan lungsi 

Tugas pokok UPT 
Berencana adalah 

Bagian Kedua 
Rincian Tugas Jabatan Kepala UPT 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Pasal 57 

h. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kecamatan Jati Agung, berkedudukan di lbu Kola 
Kecamatan Jati Agung dengan wilayah kerja melipu Li 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di 
Kecamatan Jati Agung; 

t. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berericana 
Kecamatan Ketapang, berkedudukan di lbu Kola Kecamat.a n 
Ketapang dengan wilayah kerja meliputi Pcngcndalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana di Kecarnatan Kctapang: 

J· UPT Perigenda llan Penduduk dan Keluarga Be rcrica na 
Kecamatan Sragi, berkedudukan di lbu Kola Kecarnatan 
Sragi dengan wilayah kerja meliputi Pengendalian Pen dud uk 
dan Keluarga Berencana di Kecamatan Sragi; 

k. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kecamatan Raja Basa, berkedudukan di Ibu Kota Kecamata n 
Raja Basa dengan wilayah kerja meliputi Pengcndalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana di Kecamatan Raja Basa; 

1. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bercrica na 
Kecarnatan Candipuro, berkedudukan di !bu Kota 
Kecarnatan Candipuro dengan wilayah kerja mcliput: 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana d I 
Kecamatan Candipuro: 

m. UPT Pengendalian Penduduk dan Kcluarga Bcrcnca na 
Kecamatan Merbau Mataram, berkedudukan di lbu Kotu 
Kecamatan Merbau Mataram dengan wilayah kerja mc liput i 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bcrcncarra di 
Kecamatan Merbau Mataram; 

n. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bcrcncana 
Kecamatan Bakauheni, berkedudukan di Ibu Kot a 
Kecarnatan Bakauheni dengan wilayah kerja rneliput i 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di 
Kecamatan Bakauheni; 

o. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bcrcncana 
Kecamatan Tanjung Sari, berkedudukan di l bu Ko ta 
Kecamatan Tanjung Sari dengan wilayah kerja mcliputi 
Pengendalian Penduduk clan Keluarga Bercncuna di 
Kecamatan Tanjung Sari; 

p. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bcrcnca n a 
Kecarnatan Way Sulan, berkedudukan di Ibu Kot.a 
Kecamatan Way Sulan dengan wilayah kerja rneliput.i 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bercncana di 
Kecarnatan Way Sulan; dan 

q. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bcrcnca na 
Kecamatan Way Panji , berkedudukan di lbu Kota Kccam at an 
Way Panji dengan wilayah kerja meliputi Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana di Kecamatan Way Panji. 



Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 57, rincian tugas Kepala UPT Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut : 
a. mernimpin, membina, mengoordinasikan, mernantau dan 

mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan tcknis 
dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bcrcnca nu 
di wilayah Kecamatan; 

b. mernpelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan in sta.n si tcrk ait. 
di Kecamatan demi tercapainya sasaran; 

d. mengumpulkan dan mengolah data Pengendalian Pen dud uk 
dan Keluarga Berencana; 

e. melakukan pendekatan kepada tokoh rnasyarakat agar 
terjalin kesepakatan dalam pelaksanaan program Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

f. melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka 
meningkatkan peran aktif masyarakat dan institusi 
masyarakat dalam program Dinas Pengendalian Penduduk 
dan Kcluarga Berencana di wilayah Kecarnatan; 

g. mclakukan pertemuan secara berkala dengan para Pcnyuluh 
Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalarn rungka 
pembahasan dan/atau pernecahan masalah yang timbul 
dalam pelaksanaan tugas; 

h. melakukan penyeliaan terhadap tugas-tugas yang ak.m 
dilakukan dalam rangka peningkatan pencapaia n 
pclaksanaan program; 

1. melakukan pengawasan melekat di lingkungan unit kcrja 
yang dipimpinnya secara terus-menerus secara preventif 
maupun represif agar tujuan pelaksanaan program Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di wilayah 
Kecamatan dapat berjalan secara efektif dan cfisien ; 

J. membagi habis tugas kedinasan baik tek n is maupun 
adrninistrasi kcpada bawahan, agar setiap aparat.ur yang ada 
memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; 

k. memberikan motivasi kepada bawahan agar marnpu 
rnelaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berha sil- 
guna; 

1. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih 
lanjut; 

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan: dan 

Pasal58 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di 
wilayah kerjanya, pembinaan terhadap aparatur UIYI', 
melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan C8ma1, 
Instansi Pemerintah dan organisasi lainnya di wilayah kcrjanya 
dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dibida ng 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana scsuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



e. mengelola adrninistrasi keuangan yang meliputi periyu su nan 
anggaran UPT Pengendalian Penduduk dan Kcluarga 
Berencana, pembukuan pertanggungjawaban serta 
penyusunan laporan keuangan kantor; 

f. mempelajari peraturan perundang-undangan y<111g 
berhubungan dengan UPT Pengendalian Pcnduduk clan 
Keluarga Berencana serta peraturan perundang-undangan 
yang berhubungan dengan ketatausahaan sebagai landasan 
dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; 

g. membagi habis tugas pada Sub Bagian Tata Usaha kcpada 
bawahan, agar setiap aparatur yang ada mcmaharni tugC1s 
dan tanggung jawabnya masing-rnasing; 

h. menerirna dan mempelajari laporan dan saran dari bawahan 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam mcnyusun 
program dan rcncana kerja selanjutnya; 

adrnirristr a s i 
kepcgawaian 

mengelola urusan umum, rumah-tangga, 
surat-menyurat dan kearsipan, administrasi 
dan administrasi perlengkapan kan tor; 

d. melaksanakan evaluasi dan merumuskan laporan kegiat.an 
UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan 
laporan kegiatan ketatausahaan kantor; 

C. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 59, rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
pad a UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bcrcnca na 
adalah sebagai berikut : 
a. menyusun program dan rencana kerja UPT Pengcndalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai acuan dalarn 
pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 
pelayanan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan mcnyusun 
bahan untuk pemecahan masalahnya; 

Pasal 60 

Pasal 59 
Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT 
Pcngcndalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah 
menyusun program dan rencana kerja kantor UPT Pengcndalian 
Penduduk dan Keluarga Berericana, pengelolaan uru san umurn, 
rumah-tangga, surat-rnenyurat, kepegawaian, perlengkapan , 
melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan kantor serta 
mengelola administrasi urusan keuangan kantor, sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancarun 
pelaksanaan tugas. 

Bagian Ketiga 
Rincian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

pada UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan okh 
atasan. 



Unt.uk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 62, rincian tugas Kepala UPT Laboralorium 
Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : 

a. mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan tek n is 
dibidang laboratorium lingkungan hidup; 

b. mengesahkan panduan mutu laboratorium; 

c. menyelenggarakan kaji ulang sistem rnanajerncn minimal 12 
(dua belas) bulan sekali; 

d. menetapkan dan memelihara kebijakan dan ea saran mu1 u 
laboratoriurn; 

Pasal 63 

Bagian Kedua 

Rincian Tugas Jabatan Kepala 
UPT Laboratorium Lingkungan Hidup 

Pasal 62 

Tugas pokok Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hiclup 
adalah melaksanakan pemeriksaaan dibidang lingkurigan h id u p 
pada Laboratorium Lingkungan Hidup sesuai dengan kctcntuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pembinaan 
tcrhadap aparatur UPT Laboratorium Lingkungan Hidup. 

adalah UPT 
di Kalianda 
laburatoriurn 

U PT pada Dinas Lingkungan Hid up Daerah 
Laborator iurn Lingkungan Hidup berkedudukan 
dengan bidang kerja meliputi pelayanan 
lingkungan hidup. 

BAB X 

UPT PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 
Bagian Kesatu 

Penetapan 

Pasal 61 

scbagai .J. mengevaluasi hasil kerja bawahan 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut.; 

k. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan iugas: 

I. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tula 
Usaha ke pa da Kcpala UPT Pengendalian Penduduk dun 
Kcluarga Bcrencana sebagai pertanggurigjawaban kcrja dC111 

masukan untuk dijadikan bahan dalarn menyusun progrnm 
dan rencana kerja lebih lanjut; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan olch 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan kelentuan yang bcrlaku. 

i , membina clan memberikan motivasi kepada bawa h a n ag<ir 
mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dun 
bcrhasil-guna; 



a. melaksanakan program kerja UPT Dinas Lingkungan Hidup 
Daerah, serta rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha untuk 
dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

Pasal 65 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnaks ud 
dalam Pasal 64, rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usa ha 
pada UPT Laboratorium Lingkungan Hidup adalah sebagai 
berikut: 

Bagian Ketiga 

Rincian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
pada UPT Laboratorium Lingkungan Hidup 

Pasal64 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT 
Laboratorium Lingkungan Hidup adalah melaksanakan program 
kcrja kantor UJYI' Laboratorium Lingkungan Hidup, pcmbiriaa n 
organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan urusan kcuangan , 
kepegawaian, perlengkapan, rumah-tangga, hubungan 
masyarakat, surat-menyurat, protokol, pelaksariaan evaluasi 
clan pembuatan laporan Kantor, sesuai dengan perat.urari 
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tu gas. 

h. memastikan bahwa suatu sistem manajemen mutu yang 
efektif dan efisien telah diterapkan , diimplementasikan dan 
dipelihara untuk mencapai sasaran mutu; 

i. memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukari; 

J. meninjau sistem manajemen mutu secara periodik; 

k. memutuskan tindakan bagi perbaikan sistcm manajerncn 
mutu; 

l. memutuskan tindakan berkenaan dengan kebijakan mulu 
dan sasaran mutu; 

m. mcmberikan motivasi kepada bawahan agar marnpu 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna ; 

n. membuat laporan secara berkala kcpada Kepala Dinas 
scbagai masukan untuk dijadikan bahan pertirnbangan lcbih 
lanjut; 

o. mengcvaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan olch 
atasan. 

dan sasaran mutu 
urntuk meningkatkan 

e. memprornosikan kebijakan mutu 
diseluruh organisasi laboratorium 
kesadaran, motivasi dan keterlibatan; 

f. memastikan fokus perhatian pada persyaratan pelariggan 
diseluruh organisasi laboratorium; 

g. mernastikan bahwa proses yang sesuai diterapkan dan 
memungkinkan persyaratan pelanggan atau pihak lain yang 
berkepentingan terpenuhi dan sasaran mutu dicapai; 



UPT pada Dinas Kepemudaan dan Olah raga adalah U PT 
Pengelolaan Prasarana dan Sarana Olahraga berkedudukan di 
Kalianda dengan bidang kerja meliputi pelayanan Pengelolaan 
Prasarana dan Sarana Olahraga. 

Pasal66 

Penetapan 

UPT PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRA.GA 
Bagian Kesatu 

BAB XI 

d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data 
pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; 

e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan 
yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban serta 
penyusunan laporan keuangan kantor; 

f. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian; 

g. melaksanakan pengelolaan urusan rurnah- tangga d <t n 
perlengkapan; 

h. melaksanakan pengelolaan urusan surat-rnenyurat, protokol 
dan pembuatan laporan kantor; 

i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi serta perpustakaan; 

J. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur .Jabat a n 
Fungsional Umum dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dun 
berhasil-guna; 

k. membagi habis tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada 
aparatur Jabatan Fungsiorial Umum sebagai bawahannva, 
agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabriva . . masmg-masmg; 

I. mengurnpulkan, menghimpun, menyusun data dan in forrnusi 
dari bawahan sebagai bahan untuk mernbuat lapora n 
pelaksanaan tugas kepada atasan untuk dijadikan masukan 
dalam program lebih lanjut; 

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch 
atasan. 

Yan a b 

Usaha 
b. menginventarisasi permasalahan-perrnasalahan 

berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Tata 
dan penyusunan bahan untuk pemecahannya; 

c. mernpelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan bidang Laboratorium Kesehatan Daerah 
serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan bidang ketatausahaan sebagai landasan dalarn 
pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata U saha; 



Tugas pokok Kepala Sub Bagian TB La Usaha pada U iYJ' 
Pcngelolaan Prasarana dan Sarana Olahraga adaluh 
mclaksanakan program kcrja kantor UPT Pcngclolaan Prasaruna 
dan Sararia Olahraga, pernbinaan organisas1 d a n 

Bagian Ketiga 

Rincian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
pada UPT Pengelolaan Prasarana dan Sarana Olahraga 

Pasal 69 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pas<1I 
67, rincian tugas Kepala UPT Pengelolaan Prasarana dan Saruna 
Olahraga adalah sebagai berikut: 
a. mengendalikan pelaksanaan program dan kcbijakan tckn is 

dibidang Pcngelolaan Prasararia dan Sa ra n a Olahraga di 
Ka bu paten; 

b. mengelola prasarana dan sarana olah raga ses ua: dcri gu n 
ruang lingkup tugas yang diberikan; 

c. memelihara prasarana dan sarana olahraga se suat dcngan 
ruang lingkup tugas yang diberikan; 

d. mengendalikan prasarana dan sarana olahraga scauai dcngan 
ruang lingkup tugas yang diberikan; 

c. memberikan pelayanan dan pemanfaatan prasarana da n 
sarana olahraga sesuai dengan ruang lingkup lugas yang 
diberikan; 

f. menghimpun dana dari sewa prasarana dan sur a na olahraga 
sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

a. mcmbagi habis tugas kedinasan baik teknis maupun 
administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang adu 
memahami tugas dan tanggung jawabnya masingrnasing: 

b. memberikan motivasi kepada bawahan agar marnpu 
mclaksanakan tugas secara berdaya-guna dan bcrhasil-gunu; 

c. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas scbagai 
masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.; 

d. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 
c. melaksanakan iugas kedinasan lainnya yang diberikan olch 

at asa n. 

Tugas pokok Kepala UPT Pengelolaan Prasarana dan Sarnrw 
Olah raga adalah mernimpiri, mengoordiriasikan dn n 
mcngeridalikan program kegiatan dibidang pcrigcloluun 
prasarana clan sarana olahraga se s uai dengan kebija kari y<rng 
ditetapkan oleh Kepala Dinas dan ketentuan peraturan 
pcrundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 68 

Bagian Kedua 

Rincian Tugas Jabatan Kepala UPT 
Pengelolaan Prasarana dan Sarana Olahraga 

Pasal 67 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dimak sud 
dalam Pasal 69, rirician tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
pada UPT Pengelolaan Prasarana dan Sarana Olahraga adalah 
sebagai berikut : 

a. melaksanakan program kerja UP'T Pengelolaan Prasarana dan 
Sarana Olahraga, serta rencana kerja Sub Bagian Tata Usahu 
untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi perrnasalahan-perrnasalahan y0ng 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Ta ta Usa ha 
dan penyusunan bahan untuk pemecahannya; 

c. mernpelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan bidang Pengelolaan Prasarana dan 
Sarana Olahraga serta peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan bidang ketatausahaan sebagai 
landasan dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha ; 

d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan duta 
pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; 

e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan 
yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban scrta 
penyusunan laporan keuangan kantor; 

L mclaksanakan urusan adrninistrasi kepegawaian; 

g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah-tangga dan 
perlengkapan; 

h. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat, protokol 
dan pembuatan laporan kantor; 

i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi serta perpustakaan; 

J· mernimpin , mengarahkan dan memotivasi aparatur .Jabata n 
Fungsional Umum dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

k. membagi habis tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada 
aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya, 
agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya 
masing-rnasing: 

1. mengumpulkan, menghimpun, menyusun data dan inforrnasi 
dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan untuk dijadikan masukari 
dalam program lebih lanjut; 

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas kcdinasan lainnya yang diberikan olch 
atasan. 

Pasal 70 

ketatalaksanaan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaiun, 
perlengkapan, rumah-tangga, hubungan masyarakat., sur.n ~ 
menyurat, protokol, pelaksanaan evaluasi dan pernbuatun 
laporan kantor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 



Bagian Kedua 
Rincian Tugas Jabatan Kepala UPT Perikanan Rayon 

Pasal 72 

Tugas pokok Kepala UPT Perikanan Rayon adaluh 
rnclaksanakan scbagian tugas dan fungsi Dina s Pcrikarian di 
wilayah kerjanya, pcmbinaan terhadap aparatur UIYJ', 
rnelaksanakan kerja sama clan koordinasi dengan Carnal, 
lnstansi Pemerintah dan organisasi lainnya di wilayah kcrjanya 
dalam pelaksanaan dan pengendalian pem ban gun an dibidang 
Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

UPT pada Dinas Perikanan, terdiri dari : 

a. UPT Balai Benih lkan (BBI); 

b. UPT Tempat Pendaratan Ikan (TPI), lerdiri dari : 

1. UPT TPI Kalianda, berkedudukan di Kelurahan Kalianda 
Kecamatan Kalianda dengan wilayah kerja meliputi TPI 
Kalianda, serta pelayanan perikanan di Kccarnatun 
Kalianda dan Kecarriatan Rajabasa; 

2. UPT TPI Bakauheni, berkedudukan di Desa Bakuuhc-ni 
Kecamatan Bakauheni dengan wilayah kerja meliputi TPI 
Bakauheni, serta pelayanan perikanan di Kecamatnn 
Bakauheni, Kecamatan Pcncngahan dan Kccarnat.m 
Sragi; dun 

3. UPT TP! Katibung, berkedudukan di Dcsa l~angai Tri 
Tunggal Kecamatan Katibung dcngan wilayu h kc rja 
mcliputi TPl Kati bung, serta pelayaria n pcrika nan cl i 
Kecamatan Katibung dan Kecamatari Sidomulyo. 

c. UPT Perikanan Rayon, terdiri dari : 

] . UPT Perikanan Rayon I, berkedudukan di lbu Kola 
Kecarnatan Kela pang dengan wilayah kcrja mclipi rt.i 
pelayanan Perikanan di Kecamatan Ketapang; 

2. UPT Perikanan Rayon II, berkedudukan di l bu KDta 
Kecamatan Palas dengan wilayah kcrja mcliputi 
pelayanan Perikanan di Kccarnatan Palas; 

3. UPT Perikanan Rayon Ill, berkedudukan di lbu Kola 
Kecarnatan Candipuro dengan wilayah kcrja mcliputi 
pelayanan Perikanan di Kecamatan Candipuro, 
Kecarnatan Way Panji dan Kecamatan Way Sulan; dan 

4. UPT Perikanan Rayon IV, berkedudukan di !bu Kot a 
Kecamatan Tanjung Bintang dengan wilaya h kcrja 
meliputi pelayanan Perikarian di Kecarnatan Ta nju ng 
Bintang, Kecamatan Tanjung Sari, dan Kcca mat.m 
Merbau Matararn. 

BAB XII 
UPT PADA DINAS PERIKANAN 

Bagian Kesatu 
Penetapan 
Pasal 71 



Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UFYJ' 
Pcrikanan Rayon adalah menyusun program dan rencana kc.rja 
kantor UPT Perikanan Rayon, pengelolaan urusan umurn. 
rumah-tangga, surat-menyurat, kepegawaian, perlcngkapun , 
melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan kantor S<'rta 
mcngclola administrasi urusan keuangan kantor, scsuai dcngn n 
pcraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kclancaran 
pclaksanaan tugas. 

Pasal 74 

Bagian Ketiga 
Rincian Tugas Jabatan Kepala 

Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Perikanan Rayon 

k. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dj na s 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertirnbangan lcbih 
lanjut; 

l. rncngcvaluasi hasil pelaksanaan tugas bawaha n; dan 
m. mclaksariakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan olch 

ata sa n. 

urusan pclaksanuan koordinasi h. menyia pkan bahan 
keamanan laut; 

1. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pcricra pun 
teknologi pemanfaatan sumber day a ikan; 

J· memberikan rnotivasi kepada bawahan agar marnpu 
melaksariakan tugas secara berdaya-guna dan bcrha sil- 
guna; 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 72, rincian tugas Kepala UPT Perikanan Rayon 
adalah sebagai berikut : 
a. mernirnpin, membina, mengoordinasikan, mernantau dun 

mengendalikan pelaksanaan program dan kebijaka n tck ni s 
dibidang pembangunan Perikanan di wilayah Kecamatan; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangun y<rng 
berhubungan dengan bidang Perikanan sebagai acuan dalarn 
pelaksanaan tugas; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dcngan in sta n si tcrkaii 
di Kecamatan demi tercapainya sasaran; 

d. melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pcngcndali.m 
pelaksanaan kegiatan Pusat Pendaratan Ikan (PP!), Tempat 
Pelelangan Ikan (TPI) serta retribusi pelelangan; 

e. melaksanakan pelayanan teknis kapal perikanan dan 
kesyah bandaran; 

f. melaksanakan pengembangan teknologi dan pclayaria n 
teknis perbenihan ikan; 

g. melaksanakan pengujian, pemantauan dan perigawasan 
mutu produk perikanan serta penerapan tcknologi 
pengolahan ikan; 

Pasal 73 



UPT pada Dinas Tanaman Pangan, Hort.ikultura d.m 
Perkebunan, terdiri dari : 

BAB XIII 
UPT Pada Dinas Tanaman Pangan, 

Hortikultura Dan Perkebunan 
Bagian Kesatu 

Penet.apan 

Pasal 76 

g. mernbagi habis tugas pada Sub Bagian Tata Usaha kcpar!a 
bawahan, agar setiap aparatur yang ada rncmaharni t.ugu s 
dan tanggung jawabnya masing-masing; 

h , menerima dan mernpelajari laporan clan saran dari bawah.rn 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam rncnyusun 
program dan rencana kerja selanjutnya; 

1. rnernbina dan memberikan motivasi kcpada bawahan agar 
mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dun 
berhasil-guna; 

J. mengevaluasi hasil kerja bawahan scbagai ba hu n 
penyernpurnaan hasil kerja lebih lanjut.; 

k. melakukan kerja sama dengan unit kcrja yang ado. gu 1 i;;1 
meriunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

1. menyusun laporan pclaksanaan tugas Sub Bagia n T<J La 
Usaha kepada Kepala UPT Perikanan scbaga: 
pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadik.in 
bah an dalam menyusun program dan rencana kcrja U I YJ' 
Perikanan lebih lanjut; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang d iber ikan okh 
atasan, scsuai dengan petunjuk dan kctcn tuari yang bcr lak u. 

adrninistrusi 
kcpcgawain n 

mcngclola urusan umum, rumah-tangga, 
surat-rnenyurat dan kearsipan, adrninistrasi 
dan administrasi perlengkapan kantor; 

d. melaksanakan evaluasi dan merumuskan laporan kcgiat. in 

UPT Perikanan dan laporan kegiatan ketatausahaan kantor: 
e. mengelola administrasi keuangan yang meliputi perivu au nu n 

anggaran UPT Perikanan, pernbukuan pcrtanggungjawaba u 
serta penyusunan laporan keuangan kantor; 

f. mernpelajari peraturan perundang-undangan y~.i 11g 

berhubungan dengan Perikanan serta peraturan pcrundang- 
undangan yang berhubungan dengan ketatausahaan scbagai 
landasan dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha ; 

c. 

Untuk mclaksanakan tugas pokok sebagairnana dimakaucl 
dalam Pasal 74, rincian tugas Kepala Sub Bagian Tatu Usul iu 
pada UPT Perikanan adalan sebagai berikut : 

a. menyusun program dan rencana kcrja UPT Pcr ikun.in 
sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas: 

b. menginvent.arisasi perrnasalahan yang ber huburigan dcng;in 
bidang tugas Sub Bagian Tata Usaha dan mcnyusl.m ba h a n 
untuk pemecahan masalahnya; 

Pasal 75 



a. UPT Perbenihan Tanarnan Pangan, Hortikultura, dun 
Perkebunan, berkedudukan di lbu Kota Kabupaten dengan 
Wilayah Kerja meliputi bidang Tanarnan Perkebunan d an 
Hortikultura di Kecamatan; 

b. UPT Penyuluhan Pertanian, terdiri dari : 

l. UPT Penyuluhan Pertanian Kecarnatan Kaliarida , 
berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan Kalianda dcngan 
Wilayah Kerja mcliputi bidang Ta naman Pangan, 
Hortikultura dan Perkebunan di Kecamatan Kalianda; 

2. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Raja Bcisa, 
berkedudukan di lbu Kata Kecamatan Raja Basa dcrigan 
Wilayah Kerja meliputi bidang Tanaman Pa nga n , 
Hortikultura dan Perkeburian di Kecamatan Raja Basa; 

3. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pcncngaha n, 
berkedudukan di Ibu Kata Kecamatan Penengahun 
dengan Wilayah Kerja meliputi bidang Tanarnan Pangan, 
Hortikultura dan Perkebunan di Kecamatan Pencngaha 11; 

4. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bakauhcni, 
berkedudukan di Ibu Kata Kecamatan Bakauhcni dengan 
Wilayah Kerja meliputi bidang Tariaman Pangan, 
Hortikultura dan Perkebunan di Kecamatan Bakauheni; 

5. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Palas, 
berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan Palas dcngan 
Wilayah Kerja meliputi bidang Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan Perkebunan di Kecamatan Palas; 

6. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Srngi, 
berkedudukan di Ibu Kota Kecarna tan Sragi dcngan 
Wilayah Kerja meliputi bidang Tanarnan Panga n , 
Hortikultura dan Perkebunan di Kecamatan Sragi; 

7. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Way Panji, 
berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan Way Panji derigan 
Wilayah Kerja meliputi bidang Tanarnan Pangan, 
Hortikultura dan Perkebunan di Kecamatan Way Panji; 

8. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sidomulyo, 
berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan Sidomulyo dengan 
Wilayah Kerja meliputi bidang Ta naman Pan gun, 
Hortikultura dan Perkebunan di Kecamatan Sidomulyo; 

9. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Way Panji, 
berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan Way Panji dcngan 
Wilayah Kerja meliputi bidang Tanarnan Pangan, 
Hortikultura dan Perkebunan di Kecamatan Katibung; 

10. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Candipuro, 
berkedudukan di Ibu Kata Kecamatan Candipuro dengan 
Wilayah Kerja mcliputi bidang Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan Perkebunan di Kecamatan Candipuro; 

11. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan way Sulan , 
berkedudukan di lbu Kota Kecamatan way Sulan dengan 
Wilayah Kerja meliputi bidang Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan Perkebunan di Kecamatan way Sulan; 



Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 77, rincian tugas Ke pal a UPT Perbenihan Tanaman 
Perkebunan dan Hortikultura adalah sebagai berikut : 
a. memimpin, mernbina, mengoordinasikan, memantau d an 

mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan taknis 
dibidang pembangunan tanaman pangan, hortikultura, dan 
perkebunan; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan bidang tanaman pangan, hortikultura, 
dan perkebunan sebagai acuan dalam rnelaksanakan tugas; 

Pasal 78 

Bagian Kedua 
Rincian Tugas Jabatan Kepala UPT 

Perbenihan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura 
Pasal 77 

Tugas pokok Kepala UPT Perbenihan Tanaman Perkebunan clan 
Hortikultura ad alah memimpin, mengoordinasikan clan 
mengendalikan program kegiatan dibidang Perbenihan Tanarnan 
Perkebunan dan Hortikultura sesuai dengan kebijakan ynng 
ditetapkan oleh Kepala Dinas serta ketentuan pcraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

16. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kctapang, 
berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan Kelapang dcrigan 
Wilayah Kerja meliputi bidang Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan Perkebunan di Kecamalan Kctapang; 
dan 

17. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamalan Merbau Mataram, 
berkedudukan di Ibu Kata Kecamatan Merbau Mutururn 
dengan Wilayah Kerja meliputi bidang Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan Perkebunan di Kecamatan Merbau 
Mataram. 

12. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Natar , 
berkedudukan di lbu Kata Kecamatan Natar dengan 
Wilayah Kerja rneliputi bidang Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan Perkebunan di Kecamatan Natar; 

13. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jati Agung, 
berkedudukan di lbu Kota Kecamatan Jati Agung dengan 
Wi1ayah Kerja rneliputi bidang Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan Perkebunan di Kecarnatan Jali Agung; 

14. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tanjung Bintang, 
berkedudukan di lbu Kata Kecamatan Tanjung Bintarig 
dcngan Wi1ayah Kerja meliputi bidang Tanaman Pangan, 
Hartikultura dan Perkebunan di Kecamatan Tanjung 
Bin tang; 

I 5. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tanjung Sari, 
berkedudukan di Ibu Kata Kecamatan Tanjung Sari 
dengan Wilayah Kerja meliputi bidang Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan Perkebunan di Kecamatan Tanjung 
Sari; 



T'ugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada U (YI' 

Perbenihan Tanarnan Perkebunan dan Hortikultura adalah 
mcnyusun program dan rencana kerja kantor UPT Tanarnu n 
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan , pengclolaan ur usa n 
um um, rurnah-tangga, surat-menyurat, kepcgawaian, 
perlengkapan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan kcgia t;111 

kantor serta mengelola adrninistrasi urusan keuangan kanror, 
scsuai dengan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 79 

Bagian Ketiga 
Rincian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

pada UPT Perbenihan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura 

k. membagi habis tugas kedinasan baik tcknis maupu» 
adrni nistra si kepada bawahan, agar sctiap a pa rat ur yang ;1da 
memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-rnasing; 

l. mernberikan motivasi kepada bawahan agar rna m pu 
melaksanakan tugas secara berdaya guna dan bcrhasil gun»; 

m. mcrnbuat laporan secara berkala kcpada Kcpa la Di n a s 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan pcrtirnba ngan Jchih 
lanjut; 

n. rnengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan olch 
atasan. 

berkualitas; 

J. mcrnbcrikan fasilitas tempat dalarn pelak sanaan uji ada pt.asi 
benih baru tanaman Perkebunan dan Hortikultura: 

pohon induk Lanam~n 
berkualitas sebagai surnbcr 

h. melaksanakan pemeliharaan 
perkebunan dan Hortikultura 
benih / mata tempel; 

i. melaksanakan pelestarian plasma nutfah termasuk pohon 
induk komoditi Perkebunan dan Hortikultura yang 

r. melaksanakan koordinasi, kon sultasi dan sinkronis.rsi 
kegiatan yang bersifat Teknis dibidang Perberiihan Tanarn.m 
Perkcbunan dan Hortikultura dengan pihak ter kait; 

g. mclaksanakan pernbibitan bibit sebar bcrmutu unt uk 
tanaman Perkebunan dan Hortikultura; 

e. melaksanakan, merencanakan, mengkoordinir, mcrnbi 11a 

serta mengevaluasi kegiatan agar dapat dicapui 
tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang ditetapkan olch 
Kepala Dinas; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi 
terkait di Kecarnatan demi tercapainya sasaran; 

d. rnelaksanakan pelayanan , pemanfaatan dan pcngcnda liu n 
Perbcnihan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura; 



I. rnenyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata 
Usaha kepada Kepala UPT Perbenihan Tanaman Perkcbunun 
dan Hortikultura sebagai pertanggungjawaban kcrja clan 
masukan urituk dijadikan bahan dalam menyusun program 
dan rencana kerja UPT Tanaman Pangan, Hortikultura clan 
Perkeburian lebih lanjut; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan Iainnya yang dibcrikan olch 
atasan, sesuai dengan pctunjuk dan kctentuan yang bcrlaku. 

e. mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan 
anggaran UPT Perbenihan Tanaman Perkebunan d an 
Hortikultura, pembukuan pertanggungjawaban sert.a 
penyusunan laporan keuangan kantor; 

f. rnempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan serta peraturan peruridang-undangan yang 
berhubungan dengan ketatausahaan sebagai Iandasa n 
dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; 

g. membagi habis tugas pada Sub Bagian Tata Usaha kepada 
bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas 
dan tanggung jawabnya masing-masing; 

h. mencrima dan mempelajari laporan dan saran dari bawaha n 
sebagai masukan untuk dijad ikari bahan dalam menyusun 
program dan rencana kerja selanjutnya ; 

I. mernbina dari memberikan motivasi kepada bawahan agar 
mampu rnelaksanakan tugas secara berdaya-guna clan 
berhastl-guna; 

Pasal 80 
Untuk melaksariakan tugas pokok sebagaima na dimakxud 
dalam Pasal 79, rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Us8 ha 
pada UPT Perbenihan Tanaman Perkeburian dan Horlikulturn 
adalah sebagai berikut : 

a. menyusun program dan rencana kerja UPT Pcrbcnihan 
Tanaman Perkebunan dan Hortikultura sebagai acuan dalarn 
pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi perrnasalahan yang berhubungan dengan 
bidang tugas Sub Bagian Tata Usaha dan menyusun bahan 
un tuk pemecahan masalahnya; 

c. mengelola urusan umum, rurnah-tangga, adrninistrasi 
surat-menyurat dan kearsipan, administrasi kepegawaian 
dan administrasi perlengkapan kantor; 

d. melaksanakan evaluasi dan merumuskan laporan kcgiatan 
UPT Perbenihan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura dun 
laporan kegiatan ketatausahaan kantor; 

I. 

baban sebagai J. mengevaluasi basil kerja bawahan 
pe nycrnpurriaan hasil kerja lebih lanjut; 

k. mclakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada gu rn.1 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 



dan pengawasar: di tirigka t 
distribusi sarana prod uk si (bcnih, 

melakukan koordinasi 
Kecarnatan pada bidang 
pupuk dan pestisida); 

h. membantu pelaksanaan kegiatan Pengelolaan La ha n d a n Air 
(PLA) untuk mendukung berkelanjutan produksi mclului 
pembinaan teknis kepada kelompok tani bekcrja sarna 
dengan pejabat fungsional/ PPL; 

i. melakukan kerja sama dengan Petugas Pcnyuluh l.apangan 
(PPL) untuk menguatkan kelembagaan pctani (Inn 
pengawalan pemanfaatan teknologi; 

g. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 81, rincian tugas Kepala UPT Penyuluhan 
Pertanian adalah sebagai berikut : 

a. memimpin, membina, mengoordinasikan, mernantau dan 
mengendalikan pelaksanaan program dan kebijaka n tak n is 
dibidarig pembangunan lanaman pangan, hortikultura, clan 
perkebunan; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan yung 
bcrhubungan dengan bidang tanaman pangan, hortikultura , 
dan perkcbunan sebagai acuan dalam mclaksanakan t ugas; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan inst.ansi 
terkait di Kecamatan demi tercapainya sasaran; 

d. mclakukan koordinasi ditingkat kecamatan pada bid.mg 
pernbinaan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi 
produksi bcnih, pengembangan prod uksi, pengcmbangan 
dan pemberdayaan lahan, pengendalian orgarrisrnc 
pengganggu Tanarnan {OPT} dan aplikasi teknologi ta narnun 
pangan, hortikultura, dan perkebunan; 

e. melakukan koordinasi di tingkat Kecarnatan pada biduruz 
pembinaan, pemantauan, pengendalian kegiatan, <Ian 
peraturan sasaran produksi, alat mesin pertanian, irigasi 
pertanian, iklim, dan bericana alam; 

f. melakukan koordinasi di tingkat kecamatan pada biduru; 
pada peluang investasi dan perkreditan, birnbingan u s.rha 
agribisnis, pengolahan hasil, promosi dan pernasaran srrta 
pelayanan perizinan; 

Pasal 82 

Tugas pokok Kepala UPT Penyuluhan Pertanian ada lah 
melaksanakan sebagian tugas dan Iungsi Diria s Tariarnnn 
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di wilayah kerjanyu, 
pembinaan lerhadap aparatur UPT, rnelaksanakan kcrja sa m a 
dan koordinasi dengan Carnal, Instansi Pcmcrin ta h dun 
organisasi lairmya di wilayah kerjanya dalam pclaksa naan dun 
pcngendalian pembangunan di bidang Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan Perkebunan sesuai dcngan kctcnt.uan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 81 

Bagian Kedua 
Rincian Tugas Jabatan Kepala UPT Penyuluhan Pertanian 



kegiat.an 
kegiatan 

d. melaksanakan evaluasi dan merumuskan laporan 
UPT Penyuluhan Pertanian dan laporan 
ketatausahaan kantor; 

c. mengelola administrasi keuangan yang meliputi pcnyusunan 
anggaran UPT Pcnyuluhan Pertanian, pcmbukuan 
pertanggungjawaban serta penyusunan laporan keuanjzan 
kantor; 

c. mengelola urusan umum, rumah-tarigga, adrninistr ast 
surat-rnenyurat dan kearsipan, administrasi kcpegawaian 
dan administrasi perlengkapan kantor; 

Pasal84 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 83, rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Uaa+ia 
pada UPT Penyuluhan Pertanian adalah sebagai berikut : 

a. menyusun program clan rencana kerja UPT Penyuluhun 
Pertanian sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 
bidang tugas Sub Bagian Tata Usaha dan menyusun bahan 
untuk pemecahan rnasalahnya; 

Bagian Ketiga 

Rincian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
pada UPT Penyuluban Pertanian 

Pasal83 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UIYf 
Penyuluhan Pertanian adalah menyusun program da n rcncu n a 
kerja kantor UPT Tanaman Pangan, Horlikultura cic-.rn 
Perkebunan, pengelolaan urusan umum, rurnah-tangga, s ur a l- 
rnenyurat, kepegawaian, perlengkapan, melaksanakan cva.lu.rsi 
dan pelaporan kegiatan kantor serta mengelola admirustrasi 
urusan keuangan kantor, sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

m. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Di nu s 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan le bi h 
lanjut; 

n. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch 
atasan. 

J· melakukan pendataan stastistik tanaman pangan, 
hortikultura, dan perkebunan sesuai dengan format dan 
ketentuan yang telah di tetapkan; 

k. membagi habis tugas baik teknis maupun administrasi 
ke pada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami 
tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; 

l. mernberikan motivasi kepada bawahan agar marnpu 
mclaksanakan, tugas secara berdaya guna dan bcrhasil 
gun a; 



UPT pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, tcrd iri dari : 

a. UPT Rumah Potong Hewan (RPH), berkedudukan di I bu 
Kecamatan Sidomulyo dengan bidang Kerja meliputi bidang 
Rum ah Pemotongan Hewan (RPH); 

b. UPf Balai Perbibitan Sapi Peranakan Ongole (PO), 
berkedudukan di Kecamatan Tanjung Sari dengan bidang 
Kerja meliputi bidang pembibitan sapi Peranakan Ongolc 
(PO); 

c. UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), terdiri dari : 
1. UPT Puskeswan Natar, berkedudukan di !bu Kot.a 

Kecamatan Natar dengan wilayah kerja mclipui i 
pelayanan kesehatan hewan di Kecamatan Natar: 

2. UPT Puskeswan Kecamatan Tanjung Bint<:lng, 
berkedudukan di Ibu Kata Kecamatan Tanjung Bintang 
dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kcschata n 
hewan di Kecamatan Tanjung Bintang; 

Bagian Kesa tu 

Pen eta pan 
Pasal 85 

BAB XIV 

UPT PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 

1. mcnyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Ta ta 
Usaha kepada Kepala UPT Penyuluhan Pertanian sebagai 
pertanggungjawaban kerja clan masukan untuk dijadikan 
bah an dalam menyusun program dan rencana kerja U PT 
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan lebih lanjut; 
dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan \ainnya yang diberikan olch 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang bcrlak u. 

scbagai bahan J. mengevaluasi hasil kerja bawahan 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

k. melakukan kerja sarna dengan unit kerja yang ada f;U 118 

menunjang kclaricaran pelaksariaan tugas; 

f. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Tanarnan Pangan, Hortikultura dun 
Perkeburian serta peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan ketatausahaan sebagai lanrlasun 
dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; 

g. membagi habis tugas pada Sub Bagian Tata Usaha kepada 
bawahan, agar setiap aparatur yang ada mernahami tugas 
dan tanggung jawabnya masing-masing; 

h. mene rima dan mempelajari laporan dan saran dari bawahu n 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalarn menyusun 
program dan rencana kerja selanjutnya; 

1. rnembina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar 
mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dun 
berhasil-guna; 



Bagian Kedua 
Rincian Tugas Jabatan Kepala UPT Rumah Potong Hewan 

Pasal 86 

Tugas pokok Kcpala UPT RPH adalah mclaksana kan scbagian 
tugas Dinas Pcternakan terutarna di wilaya h kcrja !~urn; 1 h 
Potong Hcwan (RPH), memirnpin dan rnernbina Tim Sal.gds 
Rumah Potong Hewan (RPH) terdiri dari Pembina, 
Perianggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekreta ris, Bcnd aha rn, 
Keurmaster, Juru sernbelih, Butcher, Petugas Adrninistrasi. 
Petugas kebersihan/ Penjaga RPH. 

3. UPT Puskeswan Kecamatan Kalianda-Rajabas«, 
berkedudukan di lbu Kola Kecamatan Kalianda dcngun 
wilayah kerja mcliputi pelayanan keschatan hcwan di 
Kccarnatan Kalianda dan Kecamatan Rajabasa; 

4. UPT Puskeswan Kecamatan Sidomulyo-Way Panji, 
berkedudukan di lbu Kota Kecarnatan Sidornulyo dcngan 
wilayah kerja meliputi pelayanan kcschatan hcwan di 
Kecamatan Sidomulyo clan Way Panji; 

5. UPT Puskeswan Kecamatan Katibung, bcrkcdud ukan di 
Kccamatan Katibung dengan wilayah kerja mcliput i 
pelayanan kesehatan hewan di Kecarnatan Katibung; 

6. UPT Puskeswan Kecamatan Pcncnga.han-Bakacuhct 1 i, 
bcrkcdudukan di !bu Kota Kccarnatan Pericrrgahu n 
dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kcsehatan 
hewan di Kecamatan Penengahan dan Bakaeuhcni; 

7. UPT Puskeswan Kecarnatan Palas-Sragi, berkedudukan di 
Ibu Kota Kecamatan Palas dengan wilayah kerja rncliput i 
pclayarian kesehatan hewan di Kecarnatan Palas dun 
Sragi; 

8. UPT Puskeswan Kecamatan .Jati Agung, bcrkedudukan di 
lbu Kota Kecamatan .Jati Agung dengan wilaya h kcrja 
meliputi pelayanan kesehatan hewan di Kecarnatan .Jnt i 
Agung; 

9. UPT Puskeswan Kecarnatan Ketapang, berkedudukan di 
Ibu Kota Kecamatan Ketapang dengan wilayah kerja 
meliputi pelayanan kesehatan hewan di Kecama t.m 
Ketapang; 

10. UPT Puskeswan Kecamatan Candipuro-Way Sulan 
bcrkedudukan di ]bu Kota Kecarnatan Candipuro dcngun 
wilayah kcrja mcliputi pelayanan kcschatan hcwan di 
Kccarna tan Candipuro dan Way Sula n; 

11. UPT Puskeswan Kecarnatan Mer ba u Mut a ra m , 
bcrkedudukan di Ibu Kota Kecamatan Mcrba u Mut.a ra rn 
dcngan wilayah kerja meliputi pclayanan kcschat.u: 
newan di Kecamatan Merbau Mataram; da n 

12. UPT Puskeswan Kccarnatan Tanjung Sari, bcrkcduduk..n 
di lbu Kota Kecarnatan Tanjung Sari dcngan wilay.ih 
kcrja meliputi pelayanan kesehatan hewan di Kcca matu n 
Tanjurig Sari. 



pemotongan tcrnak clrrn 
RPH seriantiasa tcrjugu 

r. menjaga kebersihan ternpat 
sekitarnya agar lingkungan 
kcbcrsihannya; 

a. mcrnirnpiri, mcrnbina, mengoordinasikan, rncmaruau dn n 
mengendalikan pelaksanaan program dan kcbijakari tck nis 
operasiorial dibidang Rumah Pot.ong Hewan lRPH); 

b. menyecliakan jasa pemotongan hewan dun pcnycdia.m 
daging yang memenuhi syarat-syarat ASUH (Aman, Schut, 
Utuh, clan Halal); 

c. melakukan pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) scca ru 
baik dan benar; 

d. rnenyediakan tern pat penampungan ternak potong; 

e. melakukan pemotongan hewan tcrnak yang mcmcnuhi 
syarat kesehatan masyarakat veterinair; 

f. mcnyediakan tempat pclayuan daging di ruang khusus 
sebclum daging diedarkan; 

g. melakukan pendistribusian daging yang ASUH bescrta hasil 
ikutannya; 

h. mernberikan fasilitas pengangkutan daging scrta husil 
ikut.annya yang sesuai dengan standar; 

1. rnemberi perlakuan istirahai terhadap ternak yang akn n 
dipolong di RPH; 

J· memberikan rasa nyaman terhadap ternak yang ak.m 
dipotong. 

k. memberikan perlakuan yang baik kepacla terriak :sebelum 
di po tong; 

I. mernperlakukan daging dengan baik untuk menjaga kualitas 
clan hygienitasnya; 

m. melakukan perneriksaan antemortem pada ternak scbclum di 
potong untuk mencegah adanya pcnyakit. hewa n yarig 
bersifat zoonosis yang dapat menular ke marrusia me la lu i 
daging; 

n. memberikan cap S pada ternak yang layak dipotong setclah 
melalui proses perneriksaan antemortem; 

o. mclakukan pemeriksaan postmortem setelah dilak ukan 
pemotongan agar daging dan hasil ikutannya yang dicdarkan 
memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal); 

p. memberikan cap "BAIK" pada daging sctelah sclesa: 
clilakukan pemeriksaan postmortem clan mcmenuhi kr i tcr ia 
ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal); 

q. mernberaih ka n kembali peralatan serta saruria <l:in 
prasarana lainnya yang digunakan setelah sck.sui 
pernotongan ternak; 

Untuk mclaksanakan tugas pokok sebagaimana d imaks ud 
dalam Pa sa l 86, rincian tugas Kepala UPT RPII adulah scbagui 
bcrikul : 

Pasal 87 



Pasal89 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 88, rirician tugas Kepala Sub Bagian Tata Usa ha 
pada UPT RPH adalah sebagai berikut : 

a. melaksanakan program kerja UPT RPH, serta melaksana kan 
rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha untuk dijadikan baha n 
acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Tata Usa ha 
clan penyusunan bahan untuk pemecahannya; 

c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan bidang Laboratorium Kesehatan 
Daerah serta peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan bidang ketatausahaan scbagai 
landasan dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; 

d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan du La 
pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; 

e. melaksanakan pengelolaan urusan adrninistrasi keuanga n 
yang meliputi pernbukuan, pertanggungjawaban sorta 
penyusunan laporan keuangan kantor; 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Ta ta U saha pad a U PT R r>i·f 
adalah melaksakan program kerja karitor UPT RPH, pcrnbinaan 
organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan urusan keuangan, 
kepegawaian, perlengkapan, rumah-tangga, hubungan 
masyarakat, surat-menyurat, protokol, pelaksanaan cvaluasi 
dan pcrnbuatan laporan Kantor, sesuai dengan pcraturan 
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

Pasal 88 

Bagian Ketiga 
Rincian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

pada UPT Rumah Potong Hewan 

s. mengupayakan agar seluruh staf dan petugas tcrutama 
keurmaster, juru sembelih dan butcher/tukang potong 
daging dapat meningkatkan kompetensinya dcngan 
mengiku ti pelatihan-pelatihan; 

t. membagi habis tugas kedinasan baik tekriis maupun 
adrninistrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada 
memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-rnasing; 

u. mernberikan rnotivasi kepada bawahan agar mampu 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan ber ha sil- 
guna; 

v. membuat laporan seca ra berkala kepada Kepala Dinu s 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertirnbangan lcbih 
lanjut; 

w. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch 
atasan. 



Pasal 91 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 90, rincian tugas Kepala UPT Perbibitan Sapi 
Pera nakan Ongole {PO) adalah sebagai berikut : 
a. memimpin, mernbina, mengoordinasikan, mernantau dan 

mengendalikan pelaksanaan program dan kcbijakan tckn is 
operasional dibidang pembibitan; 

b. melaksanakan Pemuliaan Ternak, perbanyakan bibit ter nak 
clan melaksanakan pengujian mutu bibit ternak; 

c. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi tek nis 
operasional pembibitan ternak pada kelornpok pctcrnak 
penangkar bibit ternak; 

d. melaksanakan urusan ketatausahaan/ administrasi; 
e. melaksanakan rekording dan memantauan pelaksanaan 

rekording yang dilakukan kelompok; 

Bagian Keempat 

Rincian Tugas Jabatan Kepala UPT Perbibitan 
Sapi Peranakan Ongole (PO~ 

Pasal 90 

Tugas pokok Kepala UPT Perbibitan Sapi Peranakan Ongole WO) 
adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pcterriakan 
terutama di wilayah kerja Unit Pelaksana Tcknis (U IYf) 
Pcrbibitan Sapi Peranakan Ongole Tanjung Sari, scs uai dc nga n 
kctentuan peraturan perundang-undangan yang bcrlak u scrta 
pernbinaan terhadap aparatur UPT Perbibitan Sapi Peranakan 
Ongole (PO). 

f. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian; 
g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah-tangga dun 

perlengkapan; 
h. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat, protokol 

dan pembuatan laporan kantor; 
1. melaksanakan pengelolaan dokumentasi serta perpustakaan; 
J memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur .Jabatan 

Fungsional Umum dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna d an 
berhasil-guna; 

k. membagi habis tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada 
aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya, 
agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawabnya masing-rnasing: 

1. mengumpulkan, menghimpun, menyusun data dun 
informasi dari bawahan sebagai bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan untuk dijadikan 
masukan dalam program lebih lanjut; dan 

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 
n, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch 

atasan. 



Untuk melaksanakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud 
dalam Pasal 92, rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
pada UPT Perbibitan Sapi Peranakan Ongole (PO) adalah 
se bagai beriku t : 

Pasal93 

Pasal 92 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usuha pada U IYJ' 
Perbibitan Sapi Peranakan Ongole (PO) adalah melaksanakan 
program kerja kantor UPT Perbibitan Sapi Peranakan Ongole 
{PO), pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, pcngclolaan 
urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah-tangga, 
hubungan masyarakat, surat-rnenyurat, protokol, pelaksancian 
cvaluasi dan pembuatan laporan Kantor, sesuai dcnzan 
Pcraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kclanca ra n 
pelaksanaan tugas. 

Bagian Kelima 
Rincian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

pada UPT Perbibitan Sapi Peranakan Ongole (PO) 

o. membuat laporan secara berkala kcpada Kcpala Dinas 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih 
lanjut; 

p. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch 
atasan. 

m. membagi habis tugas kedinasan baik teknis maupun 
administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada 
memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; 

n. memberikan motivasi kepada bawahan agar marnpu 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil- 
guna; 

k. memantau dan melaksanakan Standar Operasional Prosed ur 
(SOP} kelengkapan kegiatan pengajuan sertifikasi Bibit; 

1. membentuk, membina dan memantau kelompok perbibitan 
ternak; 

f. membina dan rnengawasi pelaksanaan pernbibitan di 
kelompok ternak; 

g. melaporkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dcngun 
pelaksanaan pembibitan ternak; 

h. merencanakan program kegiatan pernbibitan ternak; 

i. melaksanakan dan memantau pelaksanaan kep;iCJ.lBn u.11 
performan; 

J· melaksanakan dan memantau pelaksanaan kcgiatan 
penilaian ternak untuk dijadikan Surat Keterangan Layak 
Bibit (SKLB); 



Tugas pokok Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswanj 
adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidunz 
pclayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kcsehat.m 
pada hcwan di wilayah kerja Puskeswan rnasing-rnasing. 

Pasal94 

Bagian Keenam 
Rincian Tugas Jabatan Kepala UPT 

Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) 

a. melaksanakan program kerja UPT Per bibitan Sapi Pcrariakun 
Ongole (PO) , serta menyusun rencana kerja Sub Bagian Tu La 
Usaha untuk dijadikan bahan acuan dalam pclaksanaan 
tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berh u bungan dengan bidang tugas Sub Bagian Ta La U sa ha 
dan penyusunan bahan untuk pemecahannya; 

c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan bidang kefarmasian serta perat.ura n 
perundang-undangan yang berhubungan dengan bidarig 
ketatausahaan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas 
Sub Bagian Tata Usaha; 

d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan da ta 
pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; 

e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kcuangan 
yang meliputi perribukuan, pertanggungjawaban serta 
penyusunan laporan keuangan kantor; 

f. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian; 

g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah-tangga dan 
perlengkapan; 

h. melaksanakan pengelolaan urusan surat-rnenyurat, protokol 
dan pembuatan laporan kantor; 

i. mclaksanakan pengelolaan dokumentasi serta perpustakaan: 

J. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur .Jabatan 
Fungsional Urnum dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

k. membagi habis tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada 
aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya, 
agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawabnya masing-masing; 

1. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dan 
inforrnasi dari bawahan sebagai bahan untuk mernbuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan untuk dijadikan 
masukan dalam program lebih lanjut; 

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch 
atasan. 



Pasal 95 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 94, rincian tugas Kepala UPT Pusat Kcsehat.m 
Hewan [Puskeswan] adalah sebagai berikut : 

a. mernirnpin, membina, mengoordinasikan, mernantau dan 
mengendalikan pelaksanaan program clan kebijakan teknis 
dibidang pelayanan kesehatan hewan di wilayah kcrja 
Puskeswan masing-rnasing; 

b. meningkatkan kesehatan hewan dari kondisi yag ada dcngan 
memberikan suplemen, vitamin dan pemberian gizi yang 
seimbang untuk meningkatkan produksi dan prod uktivit as 
hewan; 

c. melaksanakan pemantauan (monitoring) penyakit hcwn n 
menular untuk mengetahui secara dini jika timbul wabah 
dan pengambilan langkah-langkah darurat dalam upayu 
penanggulangannya. Dan mempunyai kewajiban un t uk 
melaporkan kejadian penyakit hewan di wilayah kerjanya; 

d. melakukan pengamatan clan pemeriksaan tcrhadap Pcnyukii 
Hewan Menular (PHM) secara klinik, epidemiologik d a n 
1aboratorik di wilayah kerjanya; 

c. melaksanakan pencegahan atau vaksinasi clan perigobatan 
penyakit hewan , serta perawatan hewan sakit; 

f. melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka 
pencegahan dan pengendalian clan pembcrantasan pcnya kit 
hewan menular; 

g. melakukan isolasi dan observasi hewan untuk mernba tasi 
penyebaran penyakit hewan; 

h. melakukan pemeriksaan dan penegakan diagnose olch 
petugas medik veteriner dengan pemeriksaan \aboratium 
setempat ataupun rujukan; 

1. melakukan tindakan bedah hewan dalam rangka 
penyembuhan penyakit; 

J· melaksanakan penanganan reproduksi antara lain diagno sa 
kebuntingan, menolong kelahiran, inseminasi buatan (18), 
diagnosa dan penobatan kemajiran, diagnosa d a n 
pengobatan penyakit gangguan reproduksi; 

k. menyelenggarakan konsultasi masalah kesehalan hewan, gizi 
hewan clan makanan ternak; 

1. melakukan pembinaan penyediaan produk hewan yang 
aman, sehat, utuh clan halal (ASUH); 

m. melaksanakan penanganan mutu dan kesehatan hasil 
reproduksi hewan yang berkaitan dcngan kcgiat an 
masyarakat veteriner (kesmavet); 

n. mengawasi lalu lintas hewan dan produk hewan di wilayah 
kerjanya; 

o. mernberikan sural keterangan/rekomendasi kescha tan 
hewan terhadap hewan hidup ataupun matij di wilayuh 
kerjanya; 



a. menyusun program dan rencana kerja UPT Puskeswan 
sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; 

Pasal 97 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 96, rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata U'saha 
pada UPT Puskeswan adalah sebagai berikut : 

Bagian Ketujuh 
Rincian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

pada UPT Puskeswan 
Pasal 96 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT 
Puskeswan adalah melaksanakan program kerja kantor UPT 
Perbibitan Sapi Peranakan Ongole (PO), pernbinaan organisasi 
dan ketatalaksanaan, pengelolaan urusan keuangan , 
kepegawaian, perlengkapan, rumah-tangga, hubungan 
masyarakat, surat-rnenyurat, protokol, pelaksariaan evaluasi 
dan pembuatan laporan Kantor, sesuai dengan Peraturnn 
Pcrundang-undangan yang berlaku untuk kela ncara n 
pelaksanaan tugas. 

p. menyediakan dan menyebarkan informasi dan wadah 
konsultasi tentang perrnasalahan kesehatan hewan serta 
memberikan bimbingan teknis dalam rangka pencegahan 
dan pemberantasan penyakit hewan; 

q. membantu para penyuluh pertanian dalam pelaksanaan 
sernontrasi uji coba maupun latihan bagi petugas/petani 
dibidang kesehatan hewan; 

r. menurnbuhkan, menggerakan dan mengembangkan swadaya 
dan swakarsa petani peternak dalam manajemen ternak dan 
bidang kesehatan hewan; 

s. membantu kelancaran pelaksanaan inseminasi buatan (IB), 
pemeriksa kebuntingan (PKb) dan Asinten Teknis Reproduksi 
(ATR); 

l. membantu melakukan perigawasan penyebaran ternak , 
pengawasan lalu lintas hewan, bahan hewan dan hasil 
ikutannya dengan memeriksa kelengkapan dok urncri 
hewan / terria k; 

u. membagi ha bis tugas kedinasan baik teknis maupun 
administrasi pada bawahan, agar setiap aparatur yang ada 
mernaharni tugas dan tanggung jawabnya masing-rnasing; 

v. membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayarian 
keschatan pada Puskeswan di wilayah kerjanya; 

w. mcmberikan motivasi kepada bawahan agar mampu 
melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilgun»; 

x. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinus 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertirnbangan lcbih 
lanjut; 

y. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahari; dan 
z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

atasan. 



Bagian Kesatu 

Pen eta pan 
Pasal98 

UPT pada Oinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri dari : 
a. UPT Perdagangan dan Perindustrian Rayon l , berkedudukan 

di 1 bu Kota Kecamatan Kalianda dengan wilayah kcrja 
meliputi pelayanan pada Pasar Kalianda, Pasar Rajab.isa, 
Pasar Penengahan, serta pelayanan pcrdagangan clan 
perindustrian di Kecamatan Kalianda, Rajabasa clan 
Penengahan; 

BAB XV 

UPT PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 

I. mcnyusun laporan pclaksanaan tugas Sub Bagian T11la 
Usaha kcpada Kepala UPT Puakcswan scb;:igui 
pertanggungjawaban kerja clan masukan untuk dijadika n 
bahan dalam menyusun program dan rencana kcrja lJ fYr 
Puskeswan lebih lanjut; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan olch 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 

bah an scbagai J. merigevaluasi hasil kerja bawahan 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

k. mclakukan kerja sarna dengan unit kerja yang ada gu na 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 
bidang tugas Sub Bagian Tata Usaha dan menyusun bahan 
un tuk pemecahan masalahnya; 

c. mengelola urusan umum, rumah-tangga, adrniriistrn si 
surat-rnenyurat dan kearsipan, administrasi kepegawaian 
dan adrninistrasi perlengkapan kantor; 

d. melaksanakan evaluasi dan merumuskan laporan kegiat an 
UPT Puskeswan dan laporan kegiatan ketatausahaan kantor; 

e. mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan 
anggaran UPT Puskeswan, pembukuan pertanggungjawaban 
serta penyusunan laporan keuangan kantor; 

f. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Puskeswan dan Puskesmas Pembanlu 
serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan ketatausahaan sebagai landasan dalam pelaksariaan 
tugas; 

g. mcmbagi habis tugas pada Sub Bagian Tata Usaha kepada 
bawahan, agar setiap aparatur yang ada mernaharni tugas 
dan tanggung jawabnya masing-masing; 

h. menerima dan mempelajari laporan dan saran dari bawahan 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam mcnyusun 
program dan rencana kerja selanjutnya; 

i. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan cigar 
mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna clan 
berhasil-guna; 



a. menyusun program clan rencana kerja UPT Perdagangan cla n 
Perindustrian sebagai acuan dalarn pelaksanaan tugas; 

-- ,. ~ r---rcrua:gaugan =tran ]"'ennaustnan adalan "seb8uai 
bcrikut: h 

a. mernimpin, membina, mengoordinasikan, rnernantau dan 
mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis 
dibidang pengawasan, pengendalian clan pcmbangunan 
pasar, perdagangan dan perindustrian di wilavah 
Kecamatan; 

Untuk rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 99, rincian tugas Kepala UPT Perdagangan clan 
Perindustrian adalah sebagai berikut : 

Pasal 100 

Bagian Kedua 
Rlncian Tugas Jabatan Kepala UPT 

Perdagangan dan Perindustrian 

Pasal99 
Tugas pokok Kepala UPT Perdagangan dan Perindustrian adalah 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pcrdaganuan 
dan Perindustrian di wilayah kerjanya, pcmbinaan tcrhuda p 
aparatur UfYI', melaksanakan kerja sama dan koordinaai dcnua n 
Carnal, instansi pemerintah dan organisasi lainnya di wilava h 
kerjanya dalam pelaksanaan dan pengendalian pernbangunan 
dibidang pasar, perdagangan dan perindustrian sesuai dcnuan 
keterituan peraturan perundang-undangan yang ber laku. 

b. UPT Perdagangan dan Perinduslrian Rayon II, berkcduduknn 
di Ibu Kota Kecamatan Bakauheni dengan wilayah kerja 
meliputi pclayanan pada Pa se.r Pala::., Pusar 9akauhcn;, 
Pa sar Ketapang, Pasar Sragi, serta pelayanan pcrdagangan 
dan perindustrian di Kecamatan Palas, Bakauheni, Kcta pa ng 
dan Sragi; 

c. UPT Perdagangan dan Perindustrian Rayon I II, 
berkedudukan di Ibu Kota Kecarnat.a.n Sidomulyo deriga n 
wilayah kerja meliputi pelayanan pada Pasar Sidomulyo, 
Pasar Candipuro, Pasar Way Panji, serta pelayanan 
perdagangan dan perindustrian di Kecamatan Sidomulyo, 
Candipuro dan Way Panji; 

d. UPT Perdagangan dan Perindustrian Kecarnatan Rayon IV, 
berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan Katibung dengan 
wilayah kerja meliputi pelayanan pada Pasar Katibung, Pasar 
Merbau Mataram, Pasar Way Sulan, serta pclaya nan 
perdagangan dan perindustrian di Kecamatan Kati bu ng, 
Merbau Mataram dan Way Sulan; 

e. UPT Perdagangan clan Perindustrian Rayon V, berkcdudukan 
di Ibu Kota Kecamatan Tanjung Bintang dengan wilayah 
kerja meliputi pelayanan pada Pasar Tanjung Bintang, Pasar 
Jati Agung, Pasar Tanjung Sari, perdagangan clan 
perindustrian di Kecamatan Tanjung Bintang, .Jati Agung 
serta pelayanan dan Tanjung Sari; dan 

f. UPT Perdagangan dan Perindustrian Rayon VI, 
berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan Natar dengan wilayah 
kerja meliputi pelayanan pada Pasar Na La.r , ser ta pe layaria n 
perdagangan dan perindustrian di Kecamatan Natar. 



1'uPFls rmkok K~nFllFI 

Bagian Kedua 
Rincian Tugas Jabatan Kepala UPT Kas Daerah 

Pasal 104 

a. menyusun program dan rencana kerja UPT Perd agariga n chin 
Perindustrian sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas: 

b. menginventarisasi perrnasalahan yang berh ubungan dcngan 
bidang tugas Sub Bagian Tata Usaha dan mcnyuaun ba ha n 
unluk pemecahan masalahnya; 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 101, rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
pada UPT Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai 
bcrikut : 

Pasal 102 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha pad a U IYI' 
Perdagangan dan Perindustrian adalah menyusun program chm 
rerrcaria kerja kantor UPT Perdagangan dan Perindustriun , 
pengelolaan urusan urnum, rurnah-tangga, surat-rncnyurat, 
kepegawaian, perlengkapan, melaksanakan evaluasi rlan 
pelaporan kegiatan kantor serta mengelola administrasi u ru sa n 
keuangan kantor, sesuai dengan peraturan perunda ng- 
undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Bagian Ketiga 

Rincian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
pada UPT Perdagangan dan Perindustrian 

Pasal 101 

guna; 

h. membuat laporan secara berkala kcpada Kepala Dinas 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan pcrtirnbangan lcbih 
Ianjut; 

1. mcngevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dun 

J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan olch 
atasan. 

pa.~il r , 
kcbijakun 
pcrat.ur an 

melaksanakan pungutan-pungutan dibidang 
perdagangan dan perindustrian ses uai dengan 
yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan 
perundang-undangan yang berlaku; 

f. mcmbagi habis tugas kedinasan baik tekriis mau puri 
adrninistrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada 
memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-rnasing: 

g. memberikan motivasi kepada bawah an agar mumpu 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan bcrhasil- 

e. 

b. mernpelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan bidang Pasar, Perdagangan dun 
Perindustrian lingkungan masyarakat sebagai acuan d ala m 
pelaksanaan tugas; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan in stan si tcrkuit 
di Kccarnatan demi tercapainya sasaran; 

d. membina, merigawasi dan menge1ola adrninisr.ro si 
pelaksariaan kegiatan dibidang pasar, pcrdagangan d1111 
perindu strian di wilayah kerjanya; 



Bagian Ketiga 
Rincian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

pada UPT Kas Daerah 
Pasal 106 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Ka s 
Daerah adalah melaksanakan program kerja kantor UIYf Kas 
Daerah , pembinaan organisasi dan ketatalaksanaun, 
perigelolaan urusan keuangan, kepegawaian, perlcngkapun, 
rumah-tangga, hubungan masyarakat, surat-rncnyurut., 
protokol, pelaksanaan evaluasi dan pembuatan la poran Kantor, 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bcrl» ku 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 107 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 106, rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usana 
pada UPT Kas Daerah adalah sebagai berikut : 

a. melaksanakan program kerja UPT Kas Daerah, serta rcncana 
kerja Sub Bagian Tata Usaha untuk dijadikan bahan acuan 
dalam pelaksanaan tugas; 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
104, rincian tugas Kepala UPT Kas Daerah adalah sebagai 
berikut: 
a. mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis 

dibidang pengelolaan kas daerah; 
b. melaksanakan penatausahaan kas daerah sesuai dengan 

kebijakan ditetapkan oleh Kepala Dinas dan kcte ntuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku: 

c. melaksanakan pengendalian kas daerah sesuai dengan 
kebijakan ditetapkan oleh Kepala Dinas dan keterituun 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. melaksanakan pelaporan kas daerah sesuai dengan 
kebijakan ditetapkan oleh Kepala Dinas dan ketcntuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f. membagi habis tugas kedinasan baik teknis maupun 
administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada 
memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-rnasing; 

g. memberikan motivasi kepada bawahan agar marnpu 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil- 
guna; 

h. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Du ia s 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lcbih 
lanjut; 

1. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 
J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan o lch 

atasan. 

Pasal 105 

dibidang pengelolaan kas daerah sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas dan ketentuan peraturu n 
per uridang-undangan yang berlaku. 



(2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua kctent.ua n 
yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak bcrlaku. 

BAB XVII 
KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal 108 

(1) Ketentuan lain mengenai Kelompok Jabatan Fungsioual, 
akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati terscndiri. 

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch 
atasan. 

c, mcngevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

d. mcngumpulkan, menghimpun, mcnyusun data clan 
informasi dari bawahan sebagai bahan untuk mcrnbuut 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan untuk dijadik an 
rnasukan dalam program lebih lanjut; 

c. membagi habis tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada 
aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya, 
agar setiap personil memahami tugas dan tanggu ng 
jawabnya masing-masing; 

b. memimpin , mengarahkan dan mernotivasi aparatur .Jabat an 
Fungsional Umum dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dun 
berhasil-guna; 

l. melaksanakan pengelolaan dokumentasi serta perpustakaan; 

h. melaksanakan pengelolaan urusan surat-rnenyurat, protokol 
dan pembuatan laporan kantor: 

g, melaksanakan pengelolaan urusan rumah-tangga dun 
periengkapan; 

f. melaksanakan ur usan administrasi kepegawaian; 

e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan 
yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban scr ta 
penyusunan laporan keuangan kantor; 

d. melaksanakan pengumpulan dan perigolahan data 
pembinaan organisasi dan ketatalak sanaan; 

c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan bidang Kas Daerah serta pcraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang 
ketatausahaan sebagai landasan dalam pelaksariaan lugus 
Sub Bagian Tata Usaha; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Tata Usaha 
dan penyusunan bahan untuk pemecahannya; 
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BAB XVIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 109 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
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